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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

bahwa dalam rangka mela.ksanak.an ketentuan Pasal 23 
ayat (7), Pa.sal 24 ayat 60), Pasal 33, Pasal 73, Pasal 99 
ayat (5l, Pasal 115 ayat (3), Pasal 124, dan pasal 146 ayat 
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 
I Tahun 2o17 entang Pengelolaan Berang Milike Daerah 
perlu menetapkan Peraturan Bu pati Maggarad Bara.t 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Mihik 
Daerah Kabupaten Maggarai Barat 

• Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
eulik lulose Tada 194, 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Per bentukan Kabupaten Maurggarai Barat di Provinsi 
Nusa Teng&ara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan 
Lerbaran Negara Republik Indonesia Norr 4271; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200.3 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Re publik 
Indonesia tun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

4. Udang Undang Nomr I, Tahu 2004 tentang 
Perbendahara.an Negara (Lembaran Negara Re pub 
Indonesia Tahu 2004 Namor 5, Tambaha Lembera 
Negara Republik Indonesia Nomor 43554; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Per bentukan Peratuman perundangtndargan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 



Indonesia Nomnor 5234) sebagamane telah diubah 
dee UNdaoog-Ula iouuo 13 Tab 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 
Nomor 12 Tahu 2011 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, 
Tabahan Lrbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan 
Lerbaran Negara Republik Indonesia Noner 5587 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
penetapa Peraturan Pemerintah Pergganti Lndang 
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi UIndemg-Undang (Lembaran Negara Reputik 
Indonesia faun 2023 Namor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856]; 

7Undanrg-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pernerintaha [Lem baran Negara 
eohlile [tones.i The 014 None 0 

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 5601; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntanej Pemerintahan (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Namor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nocar 5165) 

9, peraturan Pererintah Noor 2 Tahu 20I4 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara Daera.h (Lembaran 
Nears Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 92, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 5533 sebagaimana telah diubah dergan 
Peraturan Pererintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2T 
Tahun 2014 tentang Pengelolaaen Bara.ng Milike 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lermbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 65234; 

10, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
embinaan dan Pengawasan Penyelengsaraan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Taha 207 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041] 

I Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Noror 2 
Tahun 20I tentang Pembentukan Peraturan 
Peru.clang-norgan Lenn.boor«an Negara 
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2015 tentang Pembentukan Pro@duke Hukum Daera.h 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norr 
2036), 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tetang edoran Pegelolaan Barang ML 
Daerah (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547) 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomnor 
I Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Kabupaten Man#sarai Barat (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 
Nomor I1, Tambahan Lem baran Daera.h Kabupaten 
Mangarai Barat Tahu 2017 Nomor 178 

MEMUTUSKAN. 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK 

DAE.RAH 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pasad l 

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan; 
L. Peueiutah Daer ah al«lab Pecot.ah Kaba pt.en Magg a Bau al 
2 Bupatiadala.h Bupati Manggarai Barat. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DP'RD 

adalah DPRD Kabupaten Maggarai Barat 
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 

arang adalah pojabat yang bcrwcan dan bertags8 jawa.b 
melakukan koordinasi pengelolaan barang milk daerah 

5. Perargkat Daerah yang selanjutnya disebut pp adalah unsur 
pembatu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urus.an 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

6. Pejabat Penatateahaan Barang adalah Piepinan PD gang mempunyai 
fungsi pengelolaan barang mibike daerah selaku pejabat pengelola 
keuangan dacrah 

7 penguna barracng adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah 

8 tit kerje edelah begin PD sang melaksanekan set atan be-bergpe 
program 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APOD ,dalah ..,n,ana l<�u.o.npn ••h,.nan da-h Yaft/1 d>t�l•pk•n t 
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dengan Perda 
Bara.ngg Milik Daera.h yang selajutnya disingkat BMD adala.h serue 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 
perole han laimya yang sa.h 
Kuasa Pengguna Barang Milike Daerah selanjtnya disc but sebaga 
Kuasa enggun.a Barang adalah kepala unit kerja ata pea bat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barra.ng untuk menggunaka.n barang iik 
daera.h yang berada dalarm pcngasaanya dengan sebaik baiknya 
Pejabat peatausahaa Penggunae Barang adala.h Pejabat yang 
melaksana.kan fungi tat.a usaha barang mihik daerah pada Pengguna 
BHarang 
Pengurus Barang Mibik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus 
Barang adadah Pejabat da /ata Jabatan Fungsion.al Umum yang 
diserahi tugas mengurus barang 
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluark.an, dan menatarusa.ha.k.an barang 
milk daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang 
Penguurus Barang enggua adalah Jabatan Fungsional Umum yang 
disera.hi tugas menerima, menympan, mengeluarka, 
menatasahakan barang milik daerah pala Penguna Barang. 
Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan adrinistrati maupun telertis 
penatausahaan barang rilik daerah pada Pengelola Barang 
Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyviapan administrasi maupun tekis 
penatausa.haan barang ilik daerah pada Pengguna Barang 
Pengurus Barang Pembantu adala.h yang diserahi tugas menerima, 
menympan, mengeluarka, menatausahakan dan mempertaunggung 
jawabka barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang 
Penilai adalah pihak yang melakukan pen~laian secara independen 
berdasarkan ompetensi yang dimi/ikinya. 
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suat opini nila 
at.as suatu objck pilaian berupa barang mnihik daerah pada sa.at 

tertentu 
Penilai Pemerintah adala.h Penlai Peerintah Pusat darn Penila 
Pemerinta.h Daera.h 
Pergelolean Barang Mibik Daerah adalah keseluruhan kegatan yang 
mcliputi perencandan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatarn, pengamanan dan pere hi hara.an, 
penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, pengha pusan, 
penatausahaan dan pembinaan, pengaowasan dan pengendaian 
Perencaaan Kebutuhan adala.h kegatan meruruskan rinciaan 
ebuuhan barang mihik daerah untuk mergubungkan pengada.an 
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang 
Rencaa Kebutuha Barag Milik Daera.h, yang selanjutnya disingkeat 
RKB\MD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan bera.ng milik 

dacrah untuk periode I (satu] tahun 
""'""''""""' odolah loog,atan yang dU..kuUn ol<h l'enlll(Unu D<u-an� \ 



daam mengelola dan menatasahakan barang milike daerah yang 
sesus dengan tugs dan fungsi SpD yang bersangkutan 

26. Perindahtanganan adalah pengaliha.n kepemilikan barang milik 
daerah. 

27Penjualan adala.h pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang 

28. Hibah adalah pengaihan keperilika.n barang dauri pemerintah pusat 
epada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari 

pemerintah daerah kepade piha.k lain, tanpa memperole.h 
pong.gantian 

29. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 
kegunaan barang milik daerah. 

30. Pengapsan adala.h tindakan menghapus barang milik daerah dari 
daftar barang dengan menerbitkan eputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang Pengguna Barang 
dan/atatu Kuasa Pengguna Baracng dari taunggtung jawab administrasi 
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya 

3. Penatausahaan adala.h rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barag mihik daerah sesuai dengan 
etentuan peraturan perundang undangan 

32. Inventarisasi adala.h kegatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milike daerah 

33. Dokumen kepemilikan adala.h dokumen sah yang merupakan bu.kti 
epemilikan atas barang mihik daera.h 

34, Daftar barang milik daerah adalah daftar yang mnemuat data seluruh 
barang milik daerah 

35, Daftar barang penggana adalah daftar yang memaat data barang 
milik daerah yang digunakan oleh massing-massing Penggtuna Ba.rang. 

36. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data 
barang milik daera.h yang diriliki oleh masing-masing Kua.sea 
Pengguna Harang 

37. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiii Pemerintah Daera.h 
dan berfungsi sebeagai tempat tirggal atau hunian dan saran.a 
pembinaan keluarga serta mennjang pelaksanaan tugas pejabat 
dan/atatu pegarwad negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Ruang Ling#up 

Pasal 2 

(1) Ruang ling#up pengaturan dalama Peraturn Bupati ini, yang meliputi 
a, Perencan@an Kcbutuhan dan Pengadaan; 
b Penggunaan; 
e Pergamanan dan Pemelihara.an, 
d Perilaian dan Pemindahtaga.nan 
e, Perusnahan dan Penghapusan 
f Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 

(2) S,01e,n dan l'ro<>edur Pengelolo.an BMD ocb<,l!"lm,u1• d,m.akaud hurnf • 



s/d huruff tercantum dalam lampiran yang merupakan bagan tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

(I) BMD meliputi 
a, BMD yacg dibecli atau diperolch atas beban APBD; atau 
b, BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 

(2) BMD sebagaimaca dimaksud pada ayat (l), dilarang 
gadakan/ijamink.an untuk mendapatkan punjaman atau 
diserahkan kepada pihake lain scbagai pembayaran atas tagihan 
kepate Pererintah Daera.h 

(31 BMD sebagaimaa dimaksud pada ayat (l), tidak dapat disita sesua 
dengan ketentuan peraturan perudang-udangan 

(4) BMD yang dibeli atau diperoleh atas be ban A9BD sebagaimaon.a 
dimaksud pada ayat (I) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan 

(5) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaima.na 
dimaksud pada ayat (l) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan. 

(6) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bersifat berwujud maupun 
tidak berwujud. 

Passel 4 

BMD yang berasal dari perolehan lauinnya yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam pasad 3 ayat (1 huruf b, meliputi; 
a barang yang liperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sjeni; 

b. barang yang diperoleh sebagal pelaksanaan dari perjanjian/kontra.k; 
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang undangan, 
d. barang yang diproleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

tela.h mempunyai kekuataun huak um tetap; at.au 

e. barang yang diperoleh kembali dari hasi] divestasi at.as penyera.an 
modal pemerintah daerah. 

(I) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis 
se bagamana dimaksud dalam Pasad 4 huruf a, meliputi 
hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara /lembag 
intern.asion.al sesua peraturan perundang-undanga. 

[2) arang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peranjian/kontral 
sebagauimana diasud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain berasad 

dari 

a. ontrak karya, 
b. kontrak bagi hasil; 
e, kontrak kerjasama, 
d. perjanjiaon dengan negara lain /lembeaga internatsional, dany 



e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalare 
pnyediaan infrastruktur 

Peraturan Bupat in mulai berlaku pada tanggad diundangla 

gar setap orang mengetahuainya, memerintahkan pengundanga.n 
eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat. 

Ditetapkaen di La buan Baj0 
pada ta.nggal I4 Aerl 20a4 

BUPATT MANGGARAI BARAT, 

TTD 

EDISTASIUS ENDI 

Diundangkan di La buan Baj0 
pada tanggal ta Ape 0a44 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

TTD 

FRANSISKUS SALES $ODO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2 

-, 
a 



LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG 

• PERAT'URAN BUPATTI MANGGARAI BARAT 
24 TAHUN 2024 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK 
DAERAH [(RKBMD] DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG 
MILIK DAERAH (RKPBMD] BERTA PENGADAAN 

PROSEDUR PENYUSUNAN RKBMD 
A. Ketentuan mum 

1 Perencanaan kebutu.han barang milk daerah mengacu pad.a 

rencana kerja (Renja) Pera.ngkat Dara.h 
2, Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah di Perangk.at 

Daera.h kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: 
a. stander barang 

b. standar kebutuhan; dan/atau 

c. standar hanga. 

3. Standar barang sebagaimana dima.ksud huruf a adalah 

pesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan pengadaan BMD dalam perencanaan 
cbutuhan. 

4. Standar kebutuhan barang sebagaumaa dimaksud huruf b 

adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan se bagal 
acan perhitungan pengadaan dan penggunaan DMD dalam 
perencanaan kebutuhan DMD pada D 

, Standar harga scbagaimana ima.k.sud huruf e adala.h 

bsaran ha8a yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan 
BMD dalam perencanaan kcbutuhan 

6, Peng&una Barang daen/ata Kuasa Pengguna Barag 
mengusulkan RKBMD pengadaacn BMD mempedormauni 
standar barang dan standar kebutuhan yang ditetaplan 
oleh Bu pati 

7, Penguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang 
diajukan oleh Kuasa Pergguna Ba rang yang berada di 
lingkungan SKPD yang dipimpinnya 

8. Pengguna Barang menyarpaka.n usulac RKBMD kepada 
Pengelola Barang 

9, Pengelola Blarang melakukan penelaahan atas sulan 
RKDMD bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan 
data barang pada Penggua Bara.ng dan/atau Pengelola 
Barang 

10. Data barang pada Pengguano Barang dan/atau Pengelole 



arang. ant.aura lain 
a. laporan Daftar Bara.ng Pengguna bulanan; 
b. laporan Daftar Bara.ng Pengguna semesteran; 
c. lapora Dafar Barang Pengguna tahunan; 
d. laporan Daftar Bara.ng Pengelola bula.nan; 
e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran, 

Lapora Dafar Barang Pengelola tahunan; 
• laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan 
h. Lapora Daftar Barang ilike dacrah tahunan. 

l Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan dibant 

Peja.bat Penatarursa haan Barang dan Pengurus arang 
Pengelola 

12. Pejabat Penatausahaacn Bara.ng merupakan anggota Tin 
mggaran emerintah Daerah 

13 Hasil penelaaha erupakan dasear penyusunae e4D di 
PD 

14. Verifikasi dan penclaah RKBMD dapat dilakukan bersama.an 
dengan taha pan pemyusunan Renja pp; 

15. RKBMD yang tela.h ditetarpkan oleh Pengelola Barang 
digunakan oleh Pegguna Barang sebagai dasar penyusunan 
Rencana Kerja dan Angara PD 

16. RKBMD pemeliharaan BMD Lida.k dapat diusulkan oleh 
Pengguma Barang dan/atau Kuasa Penggun.a Barang 
terhadap MD yang 

a.berada dadamn kondisi rusak berat; 
b. sedang dalam status penggunaan sementara 
• sedang dalam status untuk dioperasian olch pihak lain; 

dan/atau 
d sedang menjadi objek pemanfaatan 

7. RKPBMD diusulkan oleh Penggtuna Barang yang 
megunakan sementara DMD dimaksud 

I8. RKPBMD tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pijam 
pakai dengan jangka waktu kurag dari6 (enamn) bulan 

I9. Perencanaan kebutu han DMD mebiputi, Pengadaan, 

Perchiharaan, Permanfaatan, Permindahtaunganan daan 

Penghapus.an MD 

20. Perencanaan pengadaan BMD dituanglan dalam dokumen 
RKDMD Pengadaan 

2I. Perencanaan pemeliharaan BMD dituangkan dalam dokumen 
RKPBMD 

22. Perencanaan pemanfaatan MD dituangkan dalam 

dokumen RKDMD emanfaate 
23. Perencanaan pemindahtanganan BMD dituagkan 



dokumen RKBMD Permindahtanganan. 
24. Perencanaan penghapusa BMD dituangkan dalam dokumen 

RKBMD Penghapusan 

B. Tata Cara Penelaaha.n RKBMD Pengadaan dan RBMD 
Perelihara.an Barang Milike Daera.h Pada Pengguna Barang 

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 
Pergadaan dae RKBMD Perneliharaan di lingkungan Ku.as.a 
Pengguna Barang yang dipimpinnya 

2. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan kepada Pengguna 
Barang selam bat -lambatnya minggu kedua bulan Mei 

3. Pengguna Earang melakuan penelaathan at.as usula.n 
RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemncliharaan yang 
disam paikan oleh Kuasa Penggna Barang pala mingg 
ketiga bulan Mei 

4. Dalam penelaahan usula RKBMD pengadaan dan RKBMD 
Perneihara.an yang disarnpakan oleh Kua.a Pengguna 
Barang. Pengguna Barang engikut sertaka Pejabat 
Penatausahasac Penguna Barasng dan Peegurus Bara.ng 
Penggna untuk mela.kukan review terhadap kcbenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
Pemeliharaan 

5. Penelaahan atas usula RKBMD Pengadaan den RKBMD 
emeliharaan yang disampaikan oleh Kua#a Penggua 
Barang diutama.k.an utuk memastika kebenaran da ta 
masukan [input penyusunan usula RKBMD Pengadacan 
yang sekurang kurangnya mem pertimbangkant 
a. kescsuaian program perencanaan dan standar; daon 
b. ketersediaan barang milik daerah di ling.kungan 

Pergguna Barang 
6, Hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang 

disampakan oleh Kasa enggua arang digualean oleh 

Pengguna Barang dalam menyusu RKBMD Pengadaan BMD 
pad.a tingkat Peng.guna Barang yang sekurang-kurangnya 
memuat informasi 
a. mama Kuasa Pengguna Barang 
b, mama Penggua Barang 
c. program; 
d. egiatan; 

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau 
daftar barang pada Kua.a Pe-ngqua Barang dan 
,,mcana k�butuhan p<:npdun b<tmnK yangd,oe1UjU< � f 



7 H a si l  penelaahan digunakan oleh Penggtuna Barang dalam 
menyusun RKBMD Penclihara.an barang milik daerah tingkat 
erggna arang yang sekurang-urangy.a meruat 
nformasi 
a. naa Kuasa Penggua Barang 

b. mama Penggua Barang 
c. mama barang yang dipelihara, 
d. usulan kebutuhan perchiharaan, dan 

e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui 
8. Hasil penelaahan Pengguna Barang ata.s usula.n RKBMD 

Pengadaan dan RKBMD Pemehihara.an yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang ditandatangauni Penggtuna Barang 

9. Kuasa Pengguna Barang menyusun K9MD Pegadaan dan 
RKDMD Pemehiharaan be.rang milik daera.h berdasarkan hasil 
penclaahan untuk disam paikan kepada Pengguna Barang 
paling lam bat mingg keempat bulan Mei 

0. Pengguna Barang menghimpun RKDMD Pengadaan dan 

RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Penggua Barang untuke 
disampaikan kepada Pengelola Barang 

l Penyampaian KB\MD Pengada.an dan RKBMD Pernclihara.an 
dilengkapi surat pengantaur RKBMD yang ditandatangauni oleh 
Pengguna Barang dan data barang 

12. Penyampaian RKDMD Pengadaan dan RKBMD Perncliharaan 
oleh Pemgguna Bararg kepada Pengelola arang dilakukan 
selam bat lam batnya minggu kesatu bulan uni 

C. Tata Cara Penelaahan RKDMD Pengadaan dan RKBMD 
Perelihara.an Barag Milik Daerah Pada Pengelola Barang 
• Penelaahan atas RKBMD Pegadaan barang milik daerah 

diakukan terhadap 
a. Relevansi program dengan rencana elaran (output) 

Pengguna Barag; 
b. Optimalisasi penggunaan barang mihik daerah yang 

berada pada Pengguna Harang dan 
c. Elektivitars penggunaan barang milik daerah yang berada 

pada Penggna Larang tela.h sesuad peruntukannya 
dalam rangka menunjang tugas dan fungi pp 

2 Penelaahan at.as RKBMD Pengadaan barang milik daerah 
sekurang-kuragnya memoper hatika 

e. kesesuaia program perencauraan dan standar; dan 

b. data barans y 



3. Penclaahan atas KDMD Pegadaan barang miik dacre.h 
dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengada.an 
barang milike daerah yang sckurang-kurangnya meruat: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang 
b. mama Pengguna Ba.rang 
e. program; 

d. keg@iatan; 

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/at.au 
daftar barang pada Kua.sa Pengguna Barang dan 

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetuju 
4. Dalam melaksaaan penelaa han usulan RKBMD Pengada.an 

dan RKDMD emeliharaan barang milik dacrah, Pengelola 
Barang mengikut sertakan Pejabat Penatausaha.an barang 
darn Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan 
memberikan pertimbangan terhalap keebenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan dan RB\MD 
Perehiharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 
minggu kedua bulan Juni 

$, Penelaaha ataus RKDMD Perchiharaan barang milik daerah 
dilakukan uuntu.k melakukan telaahan terhadap data barang 
milk daerah yang diusukan rencana pemeliharaannya 

6, Penelaaha at.as RKB3MD Perchiharaan barag milik daerah 
sekurang urangnya memperhatikan daftar barang pada 
Perggua Barang yang meruat informasi mengenai status 
barang dan kondisi barang 

7 penelaahan atas RKBMD Perclihara.an barang milik daerah 
dituagan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemehiharaan 
barang milik daerah yang sekurang-kurangnya mer uat 

a. mama Kuas.a Penggun.a Barange 
b. name Pengguna Barang 

c. mama barang yang dipelihara, 
d. usulan kebutuhan pemehiharaan, dan 
e. remncama kcbutuhan barang milik daerah yang disetujui 

8. Hasi] Penelaahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
Perchiharaa barang milik daerah dari Penggua Barang 
ditandatangani oleh Pengelola Barang 

9. Penguna Barang mcnysun RKBMD Pengadaan dan RKDMD 
Pernehiharaan berdasarkan hasil penelaahan 

10. RKBMD Pengadaan dan RBMD Pereliharaan disam paikan 
oleh Penguna Barang kepada Pengelola Barang paling 

lam bat minggu ketiga bulan Juni. 

Il RKBMD Pengad@an dan RKDMD emelihar#an barang mihi 
daerah dari Pengguna Barrang ditetapkan menjadi RKB.MD 



pemerintah daerah oleh Pengelola Barang paling lambat 
minggu keempat Dulan Juni. 

D. Penyusunan Perubahan RKMD dan RKBMD dalam keadaan 
Darurat 
I Penggua Barang da pat melakula perubahan RKBMD 
2. Perubahan RMD dilakukan sebelumn penyusunan 

perubaha AP9D 
3. Pengelola melakukan penelaahan terhadap usu.la 

Perubahan RKBMD, 
4. Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan dan RKBMD 

Perchiharaan barang milik daerah dari Peng8na arang 
ditandataungani oleh Pengelola Barang 

5. engguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan dan MD 
Pereliher#an berdasarkan hasil penelaa.han, 

6. RKBMD engadaan dan RKBMD Pernelihara.an disarm paikan 
oleh Pengguna Barang kepad.a Pengelola Barang sesuad 
ketentuan yang berlaku. 

7 Peru bah an  RKBMD pengadaan darn Perubaha RKBMD 
Permehihara.an barang mihik daerah dari Pengguna Bara.ng 
ditetapk.an menjadi Perubahan RKB.MD pemerintah daerah 
oleh Pengelola Barang 

8. Dalam hal setclah betas akhir penyampaian RKBMD terdapat 
kodisi darrat, pengusulan penyediaan anggaran untuk 
kcbutu.han baru (re initiative] da penycediaa anggar an 

angka dasar (baseline] dalam rangka rencana pengadaaun 
damn/atacu rencana pemelihara.an barang mihik daerah 
dilakukan berdasaran mekanisme penganggaran sesuad 

ketentuan peraturan perundang undangan. 
9, Kondisi larurat meliputi bencana alan, bencaa non ala 

dan ganggan kcamaan skala besar 
10. Hasil pengusulan penyediaan anggara.n harts dilapork.an 

oleh Penggua Barang epada Pengelola Barang bersarmaan 
dengan penyampaia RKBMD Perubahan dan/atau RKMD 
tahun berikutnya 

11 Laporan digunakan oleh Pengelola Barang sebagai ba.han 
pertimbangan tambahan dalam penelaahan at.as RKBMD 
yang disampaka oleh Pengguna Barang bersangkutan pad.a 
APDD Perubahan tahurn anggaran berkenaan dan /atau AP'BD 
tahuan anggaran berikutnya dan/atau pengakuan dalam aset 
apa bila pengadaan telah diakukan menggnakan Dana 
Belanja Titak terdoga 



IL. PROSEDUR PENGADAAN BMD 

Pengadean barang miik dacrah dilaksanakan berdasarkan prinsip 
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan 
a.kuntabel 

2 Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

3. engguna Barang wajib menyampakan laporan hasil pengadauan 
MD epada Bupati melaui Pengelola BMD untuk diteta.pkan 
status pengunaa.nnya 

4. Lapora.n hasil pengadaan barang milik daera.h terdiri dari laporan 
ha,.,l pengadaan bulanan. oc:meoteran dan tahunan \ 



III. FORMAT RENCANA KEBUT'UHAN BARANG MILIK DAE'RAH 

A. FORMAT RKBMD TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG 

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAANJ 
KUASA PENGOUNA BARANG 

PEMERINTAM PROVINS 

PEMERINTAH KABUPATEN 
PENG6UNA BARANG 

NUSA TENGGARA TIMUR 

MANGGARAI BARAT 

heh8MD 
....... h.,. t f f 4 erg 9 D o p f  et 44l 
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Kuasa pengugua Baorang 



USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHAAAN BMD (RENCANA PEMELIHARAAN] 
KUASA PENGGUNA HARANG 

o 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 
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NUSA TENG6ARA TIMUR 
MANG6ARAI BARAT 
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eh 
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RENCANA KEBUTUHAN BMD (RENCANA PENGADAAN] 
KUASA PENGOUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAIH KABUPATEN 
PE.NGOUNA BARANG 

i fro /0 
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0up 
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D 

• or. 

0tp 

00l 

t 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGGARAI BARAT 
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RENCANA KEBUT'UHAN PEMELIHARAAN BMD [RENCANA PEMELIHARAAN] 
KUASA PENGGUNA BARANG 

- 

he 

- 

_j____[-'----' .... - .... -"- .... - ... - .... --"----"--.L____., r 
Kuasa pegguna Barang 
Nara 

NIP 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANG6ARAI BARAT 

PEMERINTAH PROVINSL 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 



USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD (RENCANA PENGADAANJ 
KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGGARAI BARAT 
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USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUT'UHAN PEMELIHARAAN BMD [(RENCANA PEMELIHARAAN] 
KUA8A PENGGUNA BARANG 

- 

PEMERINTAH PROVINSI 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

-- ... ho / 

pt 

le. 

e 

NURA TENGGARA TIMUR 
MANO6ARAI BARAT 
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PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD (RENCANA PENGADAANJ 
KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

NUSA TENOGARA TIMUR 
MANG6ARAI BARAT 
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lb 

loo 

' 
a 

- 
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PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (RENCANA PEMELIHARAAN] 
KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGGARAI BARAT 
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B. FORMAT RKBMD TINGKAT PENGOUNA BARANG 
FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA 

BARANG 

EMERINTAT KABIUPATEN MANGGARAI BARAT 
DINAS/BADAN/KEO. 
JI Telp (0385) . 

l (sat/ jep»tan 

Hasil penclaathan 
RKBMD Tahun Anggaran 

Tempat 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ta.ngal 
tentang usulas Rencaa Kebutuha.n Barang Milike Daera.h 

(RKBMD] Tahun pada . pada prinsipnya kami menyetujui 
RKBMD sebagama.a diuraikan pad.a laurpiran surat ini 

Untu.k selanjutnya, Hasi] enclaaha K9MD dapat 
dilaksaaka dengan ketentuan sebagai benikut 

Hasil Penelaaha rsan RKB.MD menyajiaun informasi 
berupa satua barag milik daerah yang direkomendasikan 
untuk dilakuka pergadaan darn/atau perelihara.a 

2 Hasil Penelaha.an usula RKBMD pengadaan dan RKB.MD 
pemeliharaan dengan emperhatikan ketersediaan 
an@gar an 

3 Hasil Penelaahan asulorn RDMD dapat diusulka olch 
Kua.sa Pengguna Barrang kepala Penggun.a Barang untuk 
dilakukan perubahan menjadi RKBMD Kua Penggun.a 
Barang 

d. Batas waktu penyampaian perubahan scbagair.aon.a 

dimaksud pada angks.a 3 di atas paling labat Mingg 
kcempat bulan Mei 

Demikian untuk menjali perhatia dan terima kasih. ' 
Kepala Dinas/Balan/carat 
Selaku Pengguna Barang 

Nara 

NIP 

Terbusan dengan hormat disampakan kepad.a 
I Bupati manggarad Barat di Labun bajo (selapl 
2. Kepala BpD kab. Maggarai barat di Labuan Baj0; 
3. Inspektur Kabupaten Maggarai Barat di La.buan hajo 



HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUT'UHAN BMD (RENCANA PENGADAAN] 
KUASA PENGGUNA BARANG ... 

PEMERINTAH PROVINSI 
PEMERINT AH KABUPATEN 
PENGOUNA BARANG 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGGARAI BARAT 
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HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (RENCANA PEMELIHARAAN] 
KUASA PENGGUNA BARANG ....... 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

0up 

0 

• to 

0pt 

0pl 

Tela d 

a.a 
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NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGOARAI BARAT 
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USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD (RENCANA PENGADAAN] 
PENGGUNA BARANG • 

PEMERINTAH PROVINSl 
PEMERINTAH KABUPATEN 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGGARAI BARAT 
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USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (RENCANA PEMELIHARAAN] 
PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 

lo 

tac 

output 

eta 
Output 
Dt 

Po.qr 
K g  
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NUSA TENGARA TIMUR 
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RENCANA KEBUTUHAN BMD (RENCANA PENGADAAN] 
PENGGUNA BARANG ....... 

PE MERINTAH PROVINSl 
pEMERINTAH KABUPATEN 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGGARAI BARAT 
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Output 
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RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (RENCANA PEMELIHARAAN] 
PENGGUNA BARANG .. 

Ne 

' 

PEMERINTAH PROVINSI 
PEMERINTAH KABUPATEN 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGGARAI BARAT 

enc8nebout 

4pfeneiha%a Y%.g 
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PORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN 
pERUBAHAN RKBMD 

EMERINTA! KABU'PATEN MANGGARAM EARAT 

DINAS/BADAN/KEC. 
I Telp. (0385) ... . 

. . . . . . . . 

Noror 

Laurp 
Perihal 

I fsatu) jepitan 
Hasil penelaahan slan 
perubahan RKBMD 
faun Anggaran .. 

Kepada 

di 

Tepat 

Sehubun#an dengan surat Saudara Nomor . 
anggal tentang sulaon Perubahan Rena.na 
Kebutuhan Barag Milike Daerah (RMD] Thun 
pad.a .... pada prinsipnya kami menyetujui KBMD 
sebagaimacna diuraik.an pad.a lampiran surat ini 

Untuk selanjutnya usulan perubahan RKBMD 
dapat dilaksanakan dengan mempertimbang.an 
ketersediaan aggaran 

Dernikian untuk menadi perhatian dan terira 
kasih. L 

Kepala Dinas/ Badan/ca.at 
Selakeu Pengguna Barang 

Nana 

NIP 

Tembusan ' dengan hormat disampaikan kepada 
1 Bupati manggarai Barat di Labuan bajo (selap] 
• Kepala BPKD kab. Manggarad barat di Labuan Baj0% 

3. Inspcktur Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Baj0 



FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG 

PERUBAHAN HA SIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILAK DAERAH (PERUBAHAN 
RENCANA PENGADAAN 

KUASA PENGGUNA BARANG 
TAHUN ... 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KA BUPATEN 
PENGOUNA BARANG 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGARAI BARAT 
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PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (PERUBAHAN 
PEMELIHARAAN] 

KUASA PENGGUNA BARANG .. 
TAHUN 

- -- ,_ - - 

NUSA TENGGARA TIMUR 

MANGGARAI BARAT 
PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 
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Pejabat penataus.aha Brg 
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USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUT'UHAN PENGADAAN BMD [RENCANA PENGADAANJ 
PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINSI 
PEMERINTAH KABUPATEN 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGOARAI BARAT 
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USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD [RENCANA PEMELIHARAAN] 
PENGGUNA BARANG .•.... 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

pt 

NUSA TENGGARA TIMUR 

MANGGARAI BARAT 
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PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD (RENCANA PENGADAANJ 
PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINSl 
PEMERINTAH KABUPATEN 

to. 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANG6ARAI BARAT 

MN.4AD4 
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NIP 



PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD [RENCANA PEMELAHARAANJ 
PENGGUNA BARANG •• 
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C FORMAT RKBMD TINGKAT PENGELOLA BARANG 

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH 

PENGELOLA 

pEMERANT AH KABUJA(TEN NANGGARA! BART 

SEKRETARIAT DAERAH 

JI Frans sales Lega-Labuan Bajo, Flores NTT 

I isatu) jepitan 

Hasil penclaaha 9MD 
Tahun Ang9aran 

Kepada 

di 

Teen pat 

Sehubgan dengan surat Saudara iomor. ~ ta0nggal 
tentang usulae encase kKebutu.han Earang Mibik Deena.h 

(RKDMD} Tahun pad.a pada prinsipmya kami menyetu 
MD sebagirana diurack.an pada lampiran surat ini 

Untuk selanyutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat 
dilakesaaka denga ketentuan sebagad berikut 

l. Hasil Penelaaban la RDMD menyaikan informacsi 

berupa sat.aen BD yang direkomendasikan untuk 
dlakukan pengadaan darn/ata perchiharoan 

2. Hasil Penelahaan la RKB.MD pengadaau daen KB MD 
Pereliharaan dengaon meperhatila keterseedia.a. 

8ngaran 
3. Hail enclaahan uulee KBMD lap%t di.sulk.an oleh 

Perggunae rang kepada Pengelola Baran.g untuke 
dilalculean peruba.han menjadi MD fen.ggua Ba.acg 

4. Batas wakeru penyapaian perubaha sebagaman.a 
diraksud pada angle.a 3 di at.as paling lam bat Minggu 
ketiga bula uni 

Derian auk menjadi perhatian dan terima y 
lasih 

Selretaris Daerah Kabupaten 
Mang&ara Ba.rat selaku Pengeola 
Barang 

Tenbusan dengaon hormat dis.ampedkan kepad.a 
I Bupatimanggarai Barat di Labta bajo (sclapl 
2 Kepala PD kab. Maggarai barat di Labu.an Ba% 
3 [nspelt kKabupate Maggarai arat di Labuan Eajo 



HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BMD (RENCANA PENGADAAN] 
PENOGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 

NUSA TENGGARA TIMUR 
MANGOARAI BARAT 
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HASIL. PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (RENCANA 
PEMELIHARAAN] 

PENGGUNA BARANG . .  

PEMERINTAH PROVINS 
PEMERINTAH KABUPATEN 

NUSA TENGGARA TIMUR 

MANGGARAI BARAT 

.gee 

k e 
, $a 0 

iJ I 
Nara Jabat.an 

Tanda 

' 
Pejabat penatausaha Brg di 

en lola 

2 Pengurus Barag pad.a 

Pengelole 
% Peja bat Penatausa ha Brg di 

una 

8R""ll l 
re. 

0tat 

• IE I ) +II II + 
T-la.h d 



FORMAT RKBMD PENGADAAN KABUPATEN 

RENCANA KEBUTUHAN BMD (RENCANA PENGADAAN] 
KARUPATEN MANGOARAI BARAT 

TAHUN ANGGARAN, 
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FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN KABUPATEN 

RENCANA KEBUTUHAN BMD [RENCANA PEMELIHARAAN] 
KABUPATEN MANGOARAI BARAT 

TAHUN ANGGARAN 

fro. 
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ORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAAN USULAN 
PERUBAHAN RKBMD OLEH PENGELOLA BARANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
I. Frans sales Lega-Labuan Bajo, Flores 

NTT 

' . . . . . . . . 

l (satu) jepitan 
Penyampatan Hasil 
penelaaha Perubahn 

RKBMD Tahun 
Anggaran. 

Tee pat 

Sehubungan dengan surat Saudara Noror 
tang.gal tentang usulan Perubahan Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 
pad.a prinsipnya kami menyetujui dengan hasil 
Penelaaha Perubahan RKDMD sebagaimana diuraikan 

pada lampiran surat ini. 

Untu selanyutnya sulan 
dapat dilaksana.k.an dengaan 
ketersediaan anggaran 

Deml.lmm untuk m<TlJ'ldl perhohan dan tenma l<as>b. \ 
Sekretas Daerah 
Kabupaten Manggarat Bara t 
Selaku Pengelola Barang 

perubahan RKB3MD 

mempertimbangkan 



FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG 

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBU'TU'HAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN] 
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PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (PERUBAHAN PEMELIHARAAN) PENGOUNA BARANG .»» TAHUN, 
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LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
. 21 1A\HUN 2024 

9I9TEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG 

MILIK DAERAH 

PROSEDUR PENGGUNAAN BARANG MILIRK DAERAH 

I, PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILAK 
DAERAH 

A. penetapan Status Penggunaan BMD oleh Bupati, dilakula 
dengan 
t Pengguna Barang mengajukau permohonan penetapan statue 

penggunaan barang mhik daera.h yang diperoleh dari beban 
A9BD dawn perolehan lainnya yang sah kepada Bu pati 

2 Pengajuan permohonan dilakuka setelah diteriroan ya 
barang milik daerah berdasarkan dokumen peneriman 
barang pada tahun anggaran yang berkenaan 

3. Perrohonan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah diajukaen secara tertulis oleh Pengguna Barang 
kepada Bur pati paling lam bat pada akhir tahun berkenaan. 

4, u pa t i  menerbitkan keputusan penetapan statue 
pengnaan barang miik daerah setiap tahun 

5. Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan 
barang mmihik daerah berupa tanah dan bangunan oleh Pengguna Barang isertau do.kumen, antara lain 

a. fotokopi sertifikat 

b. fotokopi lzin Mendirikaen Bargunan (14 

c. fotokopi dokumen perolehan. 

d. Berita Acara Serah Terina (BAST). 
e. fotokopi dokumen perolchan lain [Kontrak kerja) 

6. Pergaj an permohonan barag mihik daerah selain tanah 
dan/atau bangunan oleh Penggna Anggaran diserta Dokumen 
a. lotokopi dokumnen kepemilika dan/atau 
b. fotokopi dokumen perolehan 
a. fotokopi dokumen pelaksanaan a.nggaran; 
b. fotokopi dokumen perolehan 

7 T er ha d a p  BMD berupa tanah belum memiliki sertifikat, ma 
dokumen dimaksud dapat diganti dengar 
a. akta jual beli; 
b. ginik, 
c. letter C; 
d. surat pernyataan pelepasan ha.k atas tanah 
e. surat keterangan lurah atau kepala desos, jika ada; 

f. benita acara penerimaan terkait perolehan barang 
0tau 

& dokum�n laln Y""II .. .,.,.,. dcngan bultti kcpemilik.an. \ 



B 

g. Terhadap BMD berupa bargunan belum memiliki 1MB dan 
dokumen peroleha.n dapat diganti dengan surat pernyataran 
dari Penguna Bara.ng yang menyataka.n bahwa bangunan 
terse but digunakan untuk penyelernggaraan tugas dan fungi 
PD 

9, Terhadap DMD berpa tana.h dan bangunan yang diperoleh 
dari ADD belum memiliki sertifikat, IM, daen dokumen 
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari 
Pengguna Barang yang menyataka bahwa tana.h dan 
bangunan terscbut diguana.kan untuk penyelengsaran tugas 
dan fungsi PD 

10. Terhada BMD berupa selain tanah dan bangunan yang 
diperoleh dari APDD belumn memiliki dokumen kepemilikan, 
maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat 
pernyataan dari Penggua Barang yang menyatatkaun bahwa 
barang milik daera.h selain tanah darn/atau ba.gunan 
tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi 
PD 

l. BMD yang belum meiliki dokumen kepemilikan tetap harus 
menelesaikan pengurusan dokumen keperilikan meskipun 
telah ditetapkan status penggraan DMD 

2. Pen ge lo l a  Barang melakukan penelitian atas permohonan 
peneta pan status penggunaan BMD dari Peegguna Barang 
Penelitian dilakukan terhadap elengkapan dan kesesuaian 
dokumen yang dipersyaratkan 

13. Dalam hal hasil penelitian ditemukan dokumen kelengkapan 
belum mencukupi, Pengelola Bara.ng da pat 
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada 

Pengguna BHarang yang mengajukan permohoran 
penetapan status pengguaan DMD; damn/atau 

b melakukan pengecekan lapangan. 
4. Kegiatan penelitian Pengelola Barang dilakuan terhadap 

BMD berupa tanat.h dan/ata bangnan serta BMD selain 
tanah dan/at.au bangunan yang memiliki dokumen 
keperilikan atau dokumen lain yang sah 

15. Berdasarkan hasil penelitian Pengelola mengajukan kepad.a 
Bu pati gua menetapkan status penggunaan BMD, yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

I6. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Peng8una 
Barang Iupati melalui engelola Barang menerbitka srurat 
penolakan kepada Peng8una Barang disertai alas.an 

Peneta pan Status Penggunaan BMD oleh Pengelola Ba rang, 
dilakuloan dengen; 

Pengelola Barang menetapkan status pengguaan barang 
berdasark.an kewenagan yang didelegasan olch Bu pati. 
Penetapan status penggnaan barang oleh Pergelola Barang e 

melalui mekanisme t 

2. 



a, Pengguna Barang mengaju.kan permohonan penetapan 
status penggnaan B.MD yang diperoleh dani beban APBD 
dan perolehan lainnya yang sah kepada Pergelola 
Barang 

b. Pengaan permohonan dilakuka setelah diterimany.a 
BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada 
tahun anggaran yang berkenaan. 

e. Permohonan penetapan status DMD diajukan secara 
tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Bara.ng 
paling lambat pada akhir tahun berkenaa. 

3. Pengajuan permohonan penetapan status pengguaan 
barang milike daerah disertai kelengkapan dokcumen yang sah 
dan benar 
ferhadap pengasjuan permohonan penetapa status 
perggaan BMD dilakukan penehitian, berdasarkan hasil 
penehitian engelola Barang menetapkan status pengguaan 
DMD 

5. Dalam hal Pengetola Barang tidak menyetujui permohonan 
Perggua, Pengelola Barang menerbitkan surat penolaka.n 
kepada Pengguna Barang diserta ala.san 

II. PROSEDUR PERALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MIL,I 
DAERAH 
l Barang milike daerah dapat dilakukan pengahihan status 

penggunaan. 
2. Pengalihan status penggunaan dilakukaen berdasarka lrisia tif 

dari Bupati dan ermohonan dari Pengguna Earang 
3. pegalihan status penggunaan BMD berdasarkan inisiat.if dart 

Bupati dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 
Pengguna Baran.g 

4, Pengalihan status penggunaa BMD dai Penggua Bara.ng 
kepada Pergguna Barang lainnya untuk penyelengqaraan tugas 
darn fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati 

5. Pengalihan status penggunaan dilakukan terhalap BMD yang 
berada dalam penguasaan Penggua Barang daan tida.k digunakan 
oleh Pengguna Bara.rg yang bersangkutan 

6, Pengalihan status pen@naan dilaku.kan tanpa kompensasi dan 
tidak diikuti dengan pengadaa BMD pergganti 

7 Pengalihan status pengguaan DMD berdasarkan permohonan 
dani Pengguna Barang dilakukan dengan pengajuan permohonaon 
secara tertulis oleh Pegguna Barang kepada Bupati, paling 
sedikit meenuat ; 

a. data DMD yang akan dialihkan status penggnaannya, 
antara lain 

kode barang 
kodie register, 

nama barag 
jumlah; 

<enis Y 



nilai perolehan, 
rila penvuutan; 
nilai buku; 
lokasi; 
luas; dan 

tabun peroleha 
b. calon Penguna Ba.rang dacn 
e penielasan serta pertimbangan pengahihan status 

penggunaan BMD 
d. Dilampirkan juga dokumen 

fotokopi daftar BMD; 
surat pernyataan yang memuat kesediaan caon 
Pergguna Barang baru untuk menerima pengahi han 
BMD dari Pengguna Barang lama 

8, Pengelola Barang melakukan penchitian ataus permohonan 
pengalihan status pengunaan BMD dari Pergguna Baran$, 
penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaan 
dokumen yang dipersyarat.kan 

• Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang 
dapat 

a. merinta keterangan atau data tam baha.n kepada Pengg.na 
Barang yang mengaju.kan permohonan pengalihan status 
penggun@an barang mihik daerah, dan 

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguma Barang baru. 
10. Berdasarkan hasil penelitian Bupati memberikan perseujuan 

pengalihan status penggunaan barang milik daerah, dalam Surat 
Persetuyuan Bu pati 

I. Surat persetujuan Bupati paling sedikit memuat: 
a. data DMD yang akan dialihkan status penggunaannya; 
b, Pergguna Barasrtg lama darn Penguna Barang baru; dan 
e. kewajiban Pengguna BHarang lama, yaitu 

mnela.kuka sera.h terima BMD kepada Pengguna Barang 
baru yang selanjutnya dituargkan dalam Bernita Acara 

Serah Terina (BAST), dan 
melakeuka penghapusan terhalap BMD yang tela.h 
dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Harang 

berdasarkan surat keputusan penghapusan barang 
Dalam hal Bupati tidak menyetuju permohonan Pengguna 
Barang, maka Bupati menerbitkan surat penolakan kepada 
Pergguna Barang dengan disertai alasan. 

13. Berdasarkan persetujuan Bupati Pengguna Barang lama 
mnelak ukan sera.h terima barang mihik daerah kepuada Penggun.a 
Barang baru 

14. Serah terima BMD kepada Pengguna Bera.rg baru dila.k ukan 
paling lama I (satu) bulan sejak persetujuan alih status [MD 
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terim (BAST) 

15. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BA8T, Pengguna Barang 
lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang 



at.as BMD yang dialihkan status penggunaannya kepada 
Pergguna Barang baru dari daftar burang pada Pengguna Bara.pg 

16. Usulan penghapusan dilakukan paling lama I (satu minggu sejak 
tanggal Berita Acare Sera.h Terina (BAST] 

17. Peaghapuan BMD dimaksud diteta pkan dengan Keputusan 
Pengelola Barang 

18, Berita Acara Serah Teri.ma (BAST) dan Keputusan Pengelola 
Barang tentang penghapusan BMD dilaporkan kepata Bupati 
dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama l 

(satu minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan 
19, Penggunae Barang dalam penatausahaan BMD melakukan 

pencatatan berdasarkan persetuan Bupati, Berita Acara Sera.h 

Terina [BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah 

III PROSE.DUR PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAE RAH 

1 BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna 
Barang dapat digunakan sementara olet pengguna Barang 
lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah 
status pengqua.an barang mihik daerah tersebut setelah terlebib 
dahulu mendapatkan persetujuan Bu pati. 

2. Penggunaan sementara BMD dapat dilakukan untuk jangka 
waktu paling lama S (ima) tahun dan da pat diper panjang untuk 

BMD berupa tana.h dan/atau bangunan dan paling lama 2 (dua] 
tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD sclain tanah dan/atau 
bangunan. 

3. Penggunaan sementara MD dalam jangka waktu kurang dani 6 
(enam) Dulan ilakukan tanpa persetujuan Bupat 

4 Penggunaan sementara BMD dituargkan dalam perjanjian an tar 
Pergguna Barang dengan Penggtuna Barang sementara 

5. Biaya pereliharaa BMD yang timbul selama jangka waktu 
penggunaan sementara dibcbankan kepada Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakcan sementara 
8MD bersangkutan. 

6. Permohonan penggunaan sementara BMD diajukan secara tertuis 
kepada Bupati, paling sedikit mermuat/berisikan 

a. data BMD yang aka.n digunakan sementara, 
b. Pengguna Barang yang akan menggunaka sementara 

BMD; dan 
c. penelasan serta pertimbangan pengguaan sementara 

BMD. 
Permohonan penggunaan sementara haruns dilengka pi dokumen 

a. fotolopi keputusan penetapan status penggunaan [MD; 
dan 

b. fotokopi surat permintaan penggnaan sementara DMD 
dari Penguna Barang yang aka.n menggunakan sementara 
BMD kepada Pengguna Barang 

8. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan 

penggunaan sementara BMD, penelitian dilakukan terhadap 
kdonaka-,-n d.an ..., dok�-•y�•s ""'"Y"'M"""" \ 



9, Dalam hal hasil belum mencukupi, Pengelola Bara.ng dapat 
a. meminta keterangan epada Penguna Darang yang 

mengajukan permohonan penggunaan sementara MD; 
dan 

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Peng8na 
Barang yang akaan menggunakan sementara BMD, 

I0, Berdasarkan hasil penelitian Bupati memberikan persetujuan a0as 

penggunaan sementara BMD, dalam bentuk Surat Persetujtan 
Bu pati 

! Surat persetujuan Bupati paling sedikit memuat 
a. data BMD yang akan digunakan sementara, 
• Penggtuna Barang yang mengguakan sementara BMD; 
c. kewjiban Penggua Barang yang mengguakan sementara 

BMD untuk memelihara dan mengamankan B.MD yang 
digunakan sementara; 

d. jangka waktu penggunaan sementara; 

e. pembebanan biaya pemeliharaan, d.an 

f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindakanjuti dalam 
pereanan 

12. Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pengunaan 
sementara, ma.ka Bupati menerbitkan surat penolakan kepada 
enggua Barang disertai alasan 

13. Apabila jangka wa.ktu penggunaan sementara atars BMD tela.h 
berakhir, maka 

a. Pengguna Barang sementara DMD kepada Pengguna 
Barang atau 

b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna 
Barang yang mengguna.kan sementara BMD 

14. Pengguna Barang Sementara dapat mengaj ukan permohonan 
per panjangaon waktu pengguaan sementara at.as BMD 

15. Perpanjangan waktu diajukan Pengguna Barang kepada Bu pati 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelurn jangka waktu penguasan 
sementara MD berakhir 

16. Mekanisme pngayuan permohonan, penchitian, persetuajuan, dan 
penetapan oleh Bupati tentang per panjangan penggnaan 
Sementara BMD berlaku mekanisme pengayuan permohonan, 
penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Bupati arwal 
pengayuan 

IV. PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK 
DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN 
L. MD yang tela.h ditetapkan status penggunaannya pad.a 

Pengguna Bara.ng dapat digunakan untuk dioperas.an ole.h 
pihak lain 

2 Penggunaa BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan 
dalam rang.ka menjalankan pelaya.nan um urn sesuad tugas dan 
fungi SKPD yang bersangkutan. \ 



3. Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain 
dituangoan dala perjanjian antara Pengguana Bara.ng dengan 
pimpinan piha.k lain 

4. Biaya pemeliharaan DMD yang timbud see lama jangka wa.kt 
peg8navan DMD utu.k dioperasikan oleh pihak lain 
dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan BMD 

s5. pihak lain yang mengoperasikan BMD ilarang melakukasn 

pengalihan atas pengoperasian BMD tersebut kepada piha.k 
launnya dan/atau memindahtangankan BMD bersagkutan. 

• Bupati dapat menarik penetapan status DMD unuk 
dioperasikan oleh pihak lain dalam had pemerintah daerah aka 
menggunakan kembali untuk penyelenggraan pemerintah 
daerah atau pihak lainnya. 

7 Permoho na n  penggunaan BMD ntu.k dioperasikaen oleh piha.k 
lain diajuan secaa tertulis ole.h Pengguna Barag bersangkutan 
kepada Bu pati 

88, Permohonan yang ha ukan oleh pemohon paling sedikit memuat 
a, data barang milik daerah; 
b. pihake lain yang akan menggunakan BMD untuk 

dioperasika; 
c. jangka waktu penggunaan BMD yang dioperasikan oleh 

pihak lain; 
d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan B3MD sang 

dioperasikan oleh pihak lain; dan 
e. materi yang diatur dalam perjanjian 

9, Dalam engayuan permohonan melampirkan dokumen 
a, fotokopi keputusan penetapan status pengguaan DMD 
b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari piha.k lain 

yang akan mengoperasika BMD kepada Pengguna Barang 
dan 

c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang aka 
men@operasikan BMD kepada Pengguna Baran. 

IO, Surat pernyataan dari piha.k lain merupakan pernyata.an 
pemohon yang memuat 
a. BMD yang akan dioperasionalkan dalam rang.a pear ya.nan 

umum sesuai tugas dan fungi PD/Unit Kerja, 
b menan8ng seluruh biaya pemeliharaan DMD yang timbual 

selama jangka waktu pengoperasia MD 
c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau 

pemindahtanganan BMD selama Jangka wa.tu 
pengoperasia BMD; dan 

d. mengembaikan BMD epada Perggua Ba.rang, a.pa bila 
Jangka wakt pengoperasian BMD telah berakhir/selesai. 

I1 Pengelola Barang relakukan penelitian atas permohonan 
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penelitian 
dima.ksud dilakuan terhadap kelengkapan dan kesesuaan 

dokumen yang dipersyaratkan 
12. Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang 

»«! ¢ 



dengan 

Barang 
BMD 

d. 

a. memint.a keterangan kepad.a Pergguna 
mengau.loan permohonan pen.naau.n 

dioperasikan oleh piha.k lain; 
memint.a konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang 
akan mengoperasikan BMD; 

e. meneari informasi dari surber lainnya; 
mela.kukan pongeockan lapangan 
mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat 

Berdasarkan hasil penelitian Bupati menetapkan penggunan 
BMD untuk dioperasikan olch pihak lain, yang diteta pkan 
dengan eputusan Bupati 
Daam eputusan Bupati paling sedikit memuat 

a. data barang milik daerah; 
b. jangka waktu penggunaan BMD utuk dioperasionalka 

pihak lain; 
e. pihak lain yang akan mengoperasion.alkan BMD 
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMDy dan 
e. kewajiban Peng&tuna Barang 

Kewajban pihak lain yang men@operasi.kan DMD antare lain 
memelihara dan mengamnankan BMD yang ioperasikan 
Kewajiban Pengguna Barang meliputi; 
a. menindaklanjuti penggun@an 3MD) untuk dioperasian 

oleh pihak lain dengan per1anan, dan 
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD 
yang ioperasikan oleh piha.k lain 

Dalam ha Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna 
arang , ma.ka Bu pati menerbitkan surat penolakan kepada 
Pergguan.a Barang disertau ala.sea.n 
Penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan 
oleh pihak lain dituangkan dalarm perjanjian yang ditandatangauni 
oleh Pengguna Barang dengan pihak lain 
Perjanjian penggunae BMD untuk dioperasikan oleh piha.k lain 
paling lama S (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
Penandatagaan perjanjian dilakuan setelah adanya 
Keputusan Bupat 
Perjanjian penggunaae BMD untuk dioperasikan olch piha.k lain, 
sekurang-kurangnya memuat 
a. data BMD yang menjadi objek; 
• Pengguna Barang 
c. pihak lain yang mengoperasikan B3MD; 
d. peruntukan pen@operasian DMD, 
e. jangka waktu pengoperasian BMD; 
f. ha.k dan kewajiban Pengguna Bara.ng dan pihak lain yang 

mnengoperasikan DMD, termask kewapiban piha.k lain 

terse but untuk melakukan pengamanan da pemeihara.an 
BMD; 
pengakhiran pengoperasia BMD; dan 
penyelesaian perselisihan y 

19 
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17 
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2l Pengguna Barang dapat melakukan per pan)angan penggun.aan 
BMD untuk dioperasikasn oleh piha.k lain 

22. Pengajuan permohona Perpanjangan diajukan Pengguna 
Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) butan sebelum 
jangka waktu penggunaas BMD berakhir 

23. Ketentuan penelitian dan persetujuan berlaku sama dengan 
mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan Jangk.a 
waktu penggua.an B3MD untuk dioperaskan oleh pihak lain 

24, Pengunaa BMD untuk dioperasikan oleh piha.k lain bera.khir 
a pa bila 
a. berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk 

dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian; 

b. perjanjian diakhiri secara sepiha.k oleh Pengguna Basra.ng 
c, ketentuan lain sesua engan ketentuan peraturan 

perundang-undaungan 
25. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang dapat 

dilakukan apabila 
a. piha.k lain yang mengoperasikaan BMD tidak memenu.hi 

kewajibanmya yang tertuang dalam per)anpan, ata 
b. terdapat kondisi yang mengalibatkan pengakhiran 

penggnaan DMD untuke dioperas an oleh pihake lain 
se bagaimana dituangan dalarm per)an pan 

26. Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian B3MD yang 
didasarkaun pada kondisi diakhir sepihak oleh Pengguna Barang 
maka Penggua memint persetujtan Bupati. 

27 pada saat jangka waketu penggunaa BMD untuk dioperasikan 
oleh piha.k lain tela.h berakhir, piha.k lain yang mengoperasika.n 
BMD mergembalikan BMD tersbut kepada Perggua Barang 
denga Derita Acara Serah Terina (BAST). 

28. Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaa BMD 
untuk dioperasikan piha.k lain kepada Bupati paling lama l 
(satu) bulan seja.k ditandatangacninya Berita Acara Serah Terina 
(BAST), dengan melampirkan fotokopi Betita Acara Serah Terina y 
(BAST). \ 



V FORMAT PORMAT DOKUMEN PENETAPAN STATUS BMD 

PEMERINTAH KADUPATEN MANOGA.RA BARAT 
8KPD 
,, 

Tel (0385) 

tsatu) berkas 
Lapora Hasil 
engadaan dan 
permohona 
penetapaan Status 

Rarang Milk Daerah 

Kepad.a 
Yth Bupat Maggarau Barat f 

Sekretaris Dacrah Kabupaten 
Manggara Barat 
di 

aban Bai 

alaen rangka eelakeaca.k.an ketentuaon pas.al 27 peratuau 
Daerah Kabupaten Maggarad Barat nomnor I Tahun 2017 tentang 
engelolas Sarang AMibike Daerah bah wa Pegguna Barang wagib 
menyarnpaikan laporan hasl pengada.a brang ilike daerah 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuke ditetaplan status 
penggunaanny.a maka terlampir dengan hormat mengirim data 
hail pengadaan dan Permnelihara.an Barang Miik Daera.h dari 
Dina/Bala. Ahun Aggaan yang terdiri d.an 

Fotocopy Dolkumen Kontrak/8PK/Surat Pesanan/ Dolumen 
seen, 

• Pot@cop Serita Acaa Serah terima Barang 
c. Fote Copy BP2D da Bukt Pembaya.an 
d. Dafter rekapitulasi pengadaan/permelihara.an DMD 
sebuganana teroastun dala la pran dan selanyutn mo/hon 
perkenan Bapa.k Bupati menetaplan status penggunaany« 

erilian Lapora das Permohonan ini disarnpaka at.as 
•�-•"'41uan Ropak Bupatl/Sci:rrtans Dacrah dlucopl<an llmp,,h \ 
terimakash 

TE4BUSAN dengan hormat disampaka kepala l Wakid Bupat Maggarai Barat di Laban Bajo 4sebagad Lapora) 
2. Kepala BPKD Kab. Mangara Bharat di Laban Bao 
3. lnspektur Kabupaten Mang&arai Ba.rat untuk diketa.hi. 



DAFTAR HASIL PENGADAAN / PEMELIHARAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

. . . . .. 

PENUTUP 

Derian pedoraen teknis ini dbuat gwa dipedormant ala 

pelaksanaan perencanaan pengadaa da permelihara.an sert Pergada.an 

Barang M•hk 0- <lwns'<ungan p,,o,,,nrltah Kabupa""' M""'gg,,n,., Bar•t ' 

BUPATT MANGGARAI BARAT, 

TTD 
EDISTASIUS ENDI 



LAMPIRAN [IL 

N0MOR 

TENTANG 

PERAT'URAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
25 TAHUN 2024 

. SITEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

I PENGAMANAN BMD 
A plusip Urum Pengamanan BMD 

I, Pengelola Barang, Pengguna Barag dan/atau kuasa 
Pergguna Barag wapib melakukan pengamanan barang 
mihik daerah yang berada dalam penguasaa.ya 

2. Pegamanan barang milik daerah, meliputit 
a. pengamanan fisik; 

b. pengamanan administrasi; daun 
• pengamaan hukum 

3. ukti kepemilikan barang milik daera.h wajib disirpan 
dengan tertib dan ata. 

4. Penvimpanan bukti keperilikan barang milik daerah 
dilakukan oleh Pengelola Barang 

, Bupati dapat meneta plan kebijakan asuransi atau 
pertaggugan dalam rang.a pengamanan barang mailik 
daerah tertentu dengan mempertim bangkan erapuan 

euangan daerah. 

B. Tata Cara Pengamanan Tana.h 
Pengamanan fisik taah dilakukan dengan antara lain 

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar 
bat.as; 

b memasang tacnda eperilikan tanath; darn 

c. melakukan penagaa.n 
• Penguamanan fisik dilaksanakan dengan mempertim bangka 

kemampuan keuan8an pemerintah daerah dan kondisi/ leta 

tan.ah yang bersangkutan 
3. Pengamanan administrasi tanah dila.k ukan de.ngan 

a. menghimnpawn, mencatat, memympan, dan 

menatausaha.k.an dokumen bu.kti keperilikan tana.h 
secara tertib dan ran 

b. melakukan laurgkah-langkah sebagai berikuat 

l) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau 

menyimpan sertifikat tan.ah; 

21 membuat lca!"lu Klenuu,s bare.II&, \ 



melaksanakan inventarisasi/sensus 
daera.h sekali dalam S (lira 

barang 
ta.hun 

melaporkan hasilya; dan 
4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna 

Barang/Kua.sa Pengguna 
4 Pengamanan hukum dilakukan terhadap 

a. tanah yang behum memiliki sertifikat; dan 

b. taa.h yang sud.ah emiliki sertifikat namnun belu at.as 
Dama pemerintah dacrah 

5. Dalam ha} Pemnbangunan pagar batas belum 
dila.kukan dikarenakan keterbatasan arggaran 
pemasangan tarnda leta.k tanah dilakukan 
pembangunan patok penanda bata.s tanah 

6. Tada kepemilikan tanah dibuat dengan ketentuan 
lean 
a. berbahan material yang tidak mudah rusak; 
b. diberi tulisan tanda ke perilikan; 
€.gambar lam bang pemerintah dacrah; dan 

d. informasi lain yang dianggap perlu 
7, Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiiki 

sertifkat dilakukan dengan care 
a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh 

dokumen awal kepemihkan, antara lain berupa Letter C 

akta jual beli, alete hibah, atau dokumen setaura lainnya, 
maka Pengelola BHarang/Penggua Barang dan/at.at 
Kuas.a Pengguna Barang segera mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerinta.h 
daerah kepada Kantor Pertanahas Kab paten Manggara 
Barat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan, dan 

b. apabila barang milik daerah tidak didukeung dergan 
dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna 
Berang dan/atatu Kuse Pengguna Barang 
mengupaya.kan untuk memperolch dokumen awal 
keperilikan seperti riway.at taah 

8. Pergamanan hukum terhadap taah yang suda.h 
bersertifikat namun behum atas nama pemerita.h daera.h 
dilakukan dengan cara Pengelola Barang/ Pengguna Barang 

da/atau Kuas Peggun.a Barang segera mengajukan 
permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanath 
kepada kantor pertanahan Kabupaten Maggarai Barat 
menja�i ata• ""ma pcmcnnlah d�erah \ 

melau 

dapat 
ma.k.a 



C. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan 
Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakeukau 
dengan, antara lain 

a. membangun pagar pembatas gedug darn/at.au 
bangnan; 

b. memasang tala kepemilikan berupa papen mama, 

c. melakukan tindakan antisipasi untuk menoegah/ 
menanggulangi terjadinya kebakearan; 

d.gedung dan/atau bangunan yang meriliki fungsi 
strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan 

fungsi melakukan pelayanan langsung kepada 
masyarakat dapat memasang Closed-Circuit Television 

(crv 

e. menyediakan satan pengaumanan dengan jumla.h sesua 
fungsi dan peruntukkan gedung dan/atau baguan 
sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan 
terse but 

2. Pengamanan fisik terhaday B3MD berupa gedung dan/atau 
bangunan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas 
dan kemampuan keangan pemerintah daera.h 

3. Skala prioritas pengamanan Gedung /bangunan antara lain 
a. fungsi penggunaan bangunan; 
b. lokasi bangunan; dan 
c. ursur nilai strategis bangunan 

4. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan 
dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan 
menataus.ahakan secara tertib dan teratur at.as dokuen 

sebagai berikut 
a. dolumen kepemilikan berupa Surat Lin Mendirikan 

Bangunan (1MB], 
b. keputusan penetapan status penggunaan gedung 

dan /atau bangunan; 
c.dafter Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan /atau 

bagunan, 
d.daftar Bara.ng Pengguna berupa gedung dan/atau 

bangunan; 
e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau 

bangunan, 
f. Berita Acara Sera.h Terima (BAST); dan 
g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan 

5. pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan 
a. melakukan pengurusan lain Mendirika Bargunan (IM4, 

bagi bangunan yang belum memiliki lzin Mendirikan y 



Bangunan (1MB; dan 
b.mengusulkan penetapan status peg.naa.n 

D, Tata Cara Pengamanan Kendaraan Din.as 
! Kendaraan dinas terdiri dari 

a.Kendaraan perorangan din.as, yaitu kendaraan ber motor 
yang diguanakan bag permangkjabat.an Bupati dan 

Wakil Bupati 
b.Kendaraan dinas jabatan, yatu kendaraan yang 

disediaka da dipergunakan pejabat untuk kegiatan 
operas.ion.al perkator an 

c.Kendaraan dinas operasional disediakan dan 

ipergunakan untuk pelayanan operasional khusus 
apangan, dan pelayanan umu 

2Pengamanan fisik kendaraan dines dilakuan terhaap 
a. Kendaraan Perorangan Dinas; 
b.Kendaraan Dinas Jabatan dan 

e.Kendaraan Dinas Operasional. 
3. Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas 

dilakukan dengan mnembuat Berita care Serra.h Terina 
(BAST} kendaraan antara Pengguna Barang/Kuas 
Pengguna Barang yang melakukan penatausaha.an 
kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang 
menggunakan kendaraan peroranga inas 

4. Berita Acara Serah Terima (BAST)atara PB/KPB dengan 
Pejabat yang menggunakan Kendaraan berisi klause antaura 

lain 

a. pernyataan tanggung jawab atas kendarauan deogan 
eterangan, auntata lain nomor polisi, merek, ta hun 
perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas 
perorangan, dan rincian periengkapan yang melekat 
pada kendaraan terse but, 

b pernyatan taggng jawab ataus kendaraaen dinars dengan 
seluruh risiko yang melekat tas kendaraan dinas 
terse but; 

c. pernyataan untuk mengem balikan kendaraan setela.h 
berakhirnya jag.a waktu penggnaan atau mas 

jabatan telah berakhir kepada Penguna Bara.ng/ Kua.s.a 
Perggtuna Barang yang melakukan penatausahaan 

kendaraan perorangan dinars; 
d. pengem baban kendaraan perorangan dinas diserahkan 

pala sant berakhirnya mnasa jabatan sesuai yang tertera 

dalam bonla &ean1 ocn.h tenma kendaraan. \ 



S. Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan 
dalam berita acara pnyera.han 

6. Keh~langan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung 
jaowab penaggang Jawab kendaraan dengan saunksi sesuad 
peraturan perundang-udangan 
Pengeamane fieike terhalap kendaraa dines jabatan 
dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima 
(BAST) kendaraan antara 
a. Pengelola Barang dengan 

mengguaka.n kendaraan 
Barang 

b.Pengguna Barang dengan Kuasa Penggun Bara.ng yang 
mengunakan kendaraan jabatan Kua.sa Penggua 
Barang; dan 

e.Pengguna Barang/Kase Penggunae Ba rang dengan 
pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan 

8. Berita Acara Serah Terima (BAST) atara Pengelola dengan 
Perggua Barang Pengguna Barang denga Kuasa 
Pergguna Barang da 9/p dengan pengguna Kendaraan 

bents klausa antara lean. 
a. permyataan tanggang awab atas kendaraan den0gan 

keterangan antacra lain. omor polisi, mere, ta un 

perakitan kendaraan, kode barang dan rincian 
per lengkapan yang mele kat pada kendaraan terse but; 

b. peryataan taoggang jawab at.as kendaraan dinars dengan 
seluruh risiko yang melekat alas kendaraan dinas 

jabatan terscbut; 
c. permyataan untuk megem bahikan kendaraan setela.h 

berakhirnya jangka waktu penggunaan atau mas.a 

jabatan telah berakhir; dean 
d pengembalian kendaraan dinas jabatan disera.hkan pada 

saat berakhirnya mnasa jabatan es.uai yang tertera 
daan berita acara serah terima lea8a 

9. Pengembalian kendaran dinas jabatan dituangkan dalaunr 
berita acara penyera.han kembali 

0.Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung 
jawab penangng jawab kendaraan dengan sanksi sesua 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

IL.Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasiona 
dilakukan dengan mnembuat surat pernyataan tanggung 
jawab atas kendaraan dinas operasion.ad dima.k.sud dan 

ditadatagani oleh Pengga Barang/Kuss Penguna 

Barang dcngan penanggung Jawab kendaraan d>Mo \ 

Pengguna Bara.ng yang 
Dinas Jabatan Pengguna 



operasional 
12.Surat pernyataan tanggang jawab antare Peegguna 

arang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab 
kendaraan dinas operasional mernuat antara lain 
a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode 

barang dan perlengkapan kendarsan terse but; 
b. pernyataan tanging jawab at.as endaraan dinars 

operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas 
kendaraa dinas tersebut; 

c. pernyataan utu.k mengem badikan kendaraan dinas 
egera setelah jangka wa.ktu pemggunaan berakhir; 

d. pengembalian kendaraan din.as operasional dituagkaen 
dalam berita acara penyerahan kembali; dan 

e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada te1pat 

yang ditcntukan 
13.Apa bila kendaroan dinas yang hilang sebagad akibat dari 

kcsala han ata kelalaian atau penyimpangaan dari 
ketentuan, maka Pejabat/penanggng jawab yang 
mengguakan kendaraan dinas sebagai penanggang jawab 
kendaraan dinas dikenakan sgnksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

I4.Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, 
dengan menghimpun, menoatat, menyimpan, dan 
menatasahakan secara tertih lan teratur at.as dokeumen 

sebagai berikuat 
a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB, 
b. fotokopi surat tanda nomnor kendaraan (ST NKJ 
c. Berita Acara Serah Terima (BAST); 

d. kartu pemehiharaan; 

e. data daftar barang;dan 

f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan 
15.Pengama.nan hukum Kendaraan Dina.s dilakeukan, antara 

lain 
a. melakukan pengurusan semua dokumen kepermilikan 

endaraan bermotor, eperti BPKB den 8TNK_, termasuk 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB; 

b. melakeukae pemprosesan Tututan Ganti Rug yang 
dikenakan pada pihake pihak yang bertanggnga wab 
atas kehilangan kendaraa dinas bermotor; 

E. Tata Cara Pengamanan Ruma.h Negara 
Pengelola Barang/Penguna Barang/Kua.sa Pengguna 
BArang cW.anmg mnidanlOrkan rumah negara. \ 



2. Pengamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain; 
a. pemasaga patok; dan/atau 
b. pemasangan papan nama. 

3. Permasangan papan naura meliputi unsur, antara lain: 
a. logo pemerintah daerah; da 

b. aura pererintah darah 

4. Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang 
tidak mula.h rusak, dengan ukuran panjang dan tingg 
disesuaikan dengan kondisi seterpat. 

5. Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemihikan 
pemerintah dacrah. 

6, Pengamanan fisik terhadap barang mihik daerah berupa 

rumah negara dilaukan dengan membuat Berita Acara 

Serah ferima (BAST) rumah negara 
7 Serita Acara Serah Terira (BA8ST) Pergamanan Fisik Rurah 

Negara dilakukan oleh: 
a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Bara.ng yang 

melakukan penatausat.ha.an rumath negara dengan 
pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu yang 
menggunakan ruma.h negara pejabat negara ata 
pemegang jabatan tertentu; 

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 
melakukan penatausahaan ruma.h negara dengan 

Pengelola Barang yang menggunakan rumah negara 
jabatan Pengelola Barang 

e. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang 
menggunakan rumah negara jabat.an Penguna Barang 

d. Pengeuna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang, yang 

menggunaka rumah negara jabatan KuAsa Pengguna 
Barang dan 

e. Pengguna Bararg/Kuas Pengguna Barang dengan 
penanng jawab rumah negara Yang dala 

penguasaan Pengguna Barang/Kuas Pengelola Barang 
8. Berita Acara Serah Terira Pengamanan Fisik FRumah 

Negara memuat atara lain 

a. pernyataaun taggeng jarwab at.as rumah negara dengan 
keterangan jenis golongan, luas, kode barang rumah 
ngara, dan kode barang sarana/ prasarana ruah 

negara dalarmn had rumah negara terse but dilengap 

dengan sarana/ prasarana di dalamnya; 
b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan 

seluruh risiko yang melelat atas rumah negar 
tersebut; 



c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negaa 

setelah berakhirnya jangka wa.ktu Surat lir 
Penghunian (SIP atau masa jabat.an telah berak hir 
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

d. Pengem balian rumah negara yang discrahkan kembali 
pada saat berakhirnya mas jabatan atau berakhirnq 
Surat lzin Perghunian (8IP kepada Pegelola 
Barang/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 

e. Pengembalian sarana/ prasaran.a apabila ruma.h negara 
dilengkapi sarana/ prasaran.a scsuai Bernita Acara Sera.h 
Terima (BAST) dan diserahkan kembali pad.a saa 
bera.khirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Lin 
Penghunian (8IP] keepada Pengelola Barang/Penggua 
Barang/Kuasa Pengguna Barang dan 

f penyerahan kembali dituangkan dalam Derita Acaa 

Serah Terima [BAST] 
9, Kewajiban penghuni rumah negara, antare lain 

a. memelihara rumah negara dengan baik dan 

bertangang jawab termasuk melakukan per beaikan 

ingan atas ruma.h negara bersang/sutan, an 
b meryerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepaa 

pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka 
waktu I (satu) bulan terhitung sejak tang.gal 
diterimanya keputusan pencabutan Surat lzin 
Penghunian (SIP 

I0. Peng/uni rumah negara dilarang untuk 

a. mengubah scbagan atau seluruh bentuk rumah taunpa 
in tertulis dari pejabat yang berwenang pada SKPD 

yang bersangkutan; 
b. merggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi 

dan peruntukkannya 
c. merinjaman atau mneyewa.laan rurah negara, baik 

sebagan maupun keseluruhannya, kepada piha.k lain; 
d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian mau pun 

keseluruhannya, kcpada pihak lain; 
e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan ruma.h 

negara sebagal agunan atau bagan dari pertanggungan 
tang dadamn bent uk apapun; dan 

f, menghuni rumah negara dalam satu daerah yang ama 
bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawa 
Negeri Sipil 

II Penetapan Status Penguaan barang rilik daerah berpa 
rumah ncg,;ifll d1tetapkan oleh Bupau dJm Wakil BuJ>lllI ' 



I2. Hak penghnian rurah negara berlaku sebagairaa 
ditetapkan dalam Surat Lin Penghunian (8IP, kecuadi 
ditentukan lain dalam keputusan pencabutan Surat lain 
Perghunian (SIP] 

13. Surat lzin Penghunian (SIP untuk rumah negara golongan L 
ditetapkan oleh Pengelola Barang dan Pimpinaun ppp 

beserta Anggota DPRD 

14. Surat lzin Penghunian (SI untuk rumah negara golongan IL 
dant golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

15. Surat in Penghunian (8IP sckurang kurangnya haus 
mencanturk.an 
a. Nama pegawa/nama pejabat, Noror Induk Pegawai 

(NIP, dan jabatan calon penghuni rumah negara, 
b. masa berlaku penguian 
e. perryataan behwa penghumi bersedia memeruhi 

kewajiban yang meleckat pada rumah negara 
d.menerbitka pencabutan Surat lin Penghunian (84p 

terhadap penghuni, yang dilakukan: 
l) paling lambat I (satu) bulan terhitung sejak saat 

meninggal dunia, bagi penghuni yang meningeal 
dunia; 

24 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejal 
keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang 
berhenti atas kemauan seneirj atau yang 
dikenakan hukuran disiplin pemberhentian; 

3] paling lambat 2 (dua} minggu terhitung sjak saat 
terbukti adaya pelanggaran, bagi penghumi yang 
mela.nggar laura.ngan penghunian rumah negara 
yang dihuninya; dan 

4 paling lambat 6 (enamy bulan sebehum tanggal 

pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia 
pensrun 

16. Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi 
menduduki jabatan harus menyerahkan rumah negara 

7 penghuni rumah negara golongan [l an golongan III tidak 
lag menghuni ata enempati rumah negara karena 
a.dipindahtugas.kan (mutas); 
b.in penghumiannya berdasarkan Surat lzin enghunian 

(SIP telah berakhir, 
cberhenti atas keraua sendiri; 
d.berhenti karena pensiun, atau 
e <l1bc<hcnt1kan dcngan hormal a tau tidak deng,,n hormat \ 



I8. Suami/itri/anak/a.hli waris larinnya dari penghuni rumah 
negara Golongan II dan rumah negara golongan Ill yang 
meninggal dunia wajib menycrahkan rumah negara yang 
dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat 
diterimanya eputusan pencabutan Surat Lin Penghunian 
(sIP 

19, Pencabutan Surat lzin Penghunian (8 rumah negara 
Golongan I dilakeukan oleh Pergelola Barang 

20. Pencabutan SIP umah negara golongan II dan Golongan I 
dilakukan oleh Penggua Barang yang menatarsaha.k.an 

rumah negara bersagkutan at.as persetuay an Pengelola 
Barang 

2L.Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah 
negara golongan I, rumah negara golongan II dan rumah 
negara golongan II, maka Pengelola Barang/Peng&ua 
Barang Yang bersangkutan mncla.kukan penyclesaian dan 

melaporkan hasil penyelesaian kcpada Bupati 
22. Dalamn pelaksanaan penyelesaian sengketa yang 

bersangkutan dapat meminta bantuan Pera.ngkat 
Daerah/unit kerja Perangkat Daerah terkait 

23. Pengamanan administrasi barang milike daera.h berupa 

rumah negara dilakukan dengan menghirpun, mencatat, 
menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur 
atas dokeumen,antars lain 
a.sertifikat atau urat ketcrangan ha.k atas tanah; 
b.Surat lain Penghunian (SIP]; 
c.keputusan Bupati tentang penetapan rumah negara 

golonga I, golongan II atau golongan Ill, 
d.gambar /legger bangunan, 
e.data daftar barang dan 
f. kcputusan pencabutan Surat lain Penghunian (8IP. 

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Earang 
Perscdaaon 

I. Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain 
a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi 

pengehuaran jenis barag 
b.menyediaka ta bung pemadam kebakaran di dalamn 

gudang/tempat penyimpanan, jika diperukan, 
cenyediaka tempat penyimpanan barang 
d.melindung gudang/tempat penyimpanan; 
e.menambah prasarana penanganan barang di gudang pi 

diperlukan, t 



f. menghitung fisik perscdiaan secara periodik; dan 
g. melakukan pengamanan persedia.an. 

engamanan administrasi barang persediaan dilakukan, 
antara laon 
a. buku persediaan; 
bkartu barang 
e. Berita Acara Serah Terima (BAST); 
d. berita acara pemeriksaan fisik barang 
e. Surat Perintah Penyaluran Barang (8PPB], 
f. laporan persediaan Pengguha Barang/Kuasa Pengguna 

Harang semesteran/tahunan; 
g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperluka. 

3. Pengamanan hukum barang persecdia.an dilakukan, dengan 
melakukan pemprosesan tuntutan ganti rug yang 
dikenaka pada pihale -pihake yang bertangengawab atas 
ehilangan barang persediaan akibat kelalaan, sesua 

etentuan peraturan perundang undangan. 

G. Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah 
Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang 
ersediaan Yang Mernpunyai Dok.umen Berita Acara Serah 
Terima 

l Pengaranan fisik barang mihik daerah berupa selain tanah, 

edung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barag 
persediaan yang mempunyai dokumen berite acara sera.h 

terima dilakukan dengan menyimpan barang di terpat yang 
sudah ditentukan di lingkungan kantor 
pengamanan administrasi barang milike daerah beru pa 
slain tanah, gedung da/atau bangunan, rumath negaura, 
dan barang perscdiaan yang mempunyai dokumen Benita 

Acara Serah Terima (BAST dilakukan, antara lain 
a. fa.ktur pembelian, 
b.dokumen Berita Acara Scrah terima [(BAST}; 
c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperukan. 

3. Pengamanan hukum barang miik daerah berupa sel@in 
tacna.h, gedung dan/at.arua bangnan, rumah negera, dan 
barang persediaan yang mempunyvadi dokumen Derita Acara 
Sera.h Terima [BAST] dilakukan dengan melakuka 
pemprosesa Tuntutan Ganti Rug yang dikenakan pad.a 

pihak-pihak yang bertanggurgiawab at.as kehila.ngan barang 

SQU8.I ketcntuan pcn,turan penu><lans•undangan \ 



H. Tata Cara Pengama.nan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak 
Berwujud 

I Pengamanan fisik barang milik daera.h berupa barang ta.k 

berwujud dilakukan dengan 
a. membatasi pemberian ode akses hanya epad.a piha.k 

pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian 

suatu aplikasi; 
b melakukan penambahan 

aplikasi yang dianggap 
dacrah. 

2 en gaman a n  adminstrasi barang milik daera.h berupa 

barang tak berwujud melatui 
a. menghimpu, mnencatat, mnenyimpan, dan 

menatausahakan secara tertib dan teratur at.as 
dokumen sebagai berikut 

) Berita Acara Serah Terima (BAST); 
2 lisensl; dan 
3y dokumen pendukung terkait lainnya yang 

diperukan. 
b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi at.au 

pihak yang memiiki kewenagan 

II. PEMELIHARAAN BMD 
A. Prinsip Urum Perelihara.a BM 

I Barang yang dipelihafa adala.h barang miik daerah 
dan/atau barang milk daerah dalam penguasaaan Pengelola 
Barang/Penggua Barang/uasa Penggua Barang 

2 Pengelola Barang, Pengguna Bara.ng dan kuasu Penggun.a 

Barang bertaggugawab at.as pemehihara.an barang milik 

daera.h yang berada dalarm penguasaannya 
3. Tujuaan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah 

adalah untuk menage kondisi dan memperbaiki semua 
barang reilike daerah agar selalu dalam keadaan baik dan 
layak serta siap digunaka secara berdaya gun.a dan 
berhasiguana. 

4. Dalam rangka turan pemerintah daerah harus 
memprioritaskan anggaran belanja pemehiharaan dalam 
jumlah yang cukup, yang bersumber dari A9D 

5. Dala.m ha barang milik daerah dilakukan pemaunfaatan 

security stem terhadap 

strategis olch pemerintah 

dengan piha.k lain, 
jawab sepenuhnya 
daerah 

biaya pemeliharaan menjadi tangsung 
dan rnnra pemanfaatan barang rrullk \ 



B. Tata Cara Pemeliharaan Bara.ng Milike Darah 
I. Pemcliharaan berpedoman pada daftar kebutu.han 

pemeliharaan barang mailik dacrah. 
2. Daftar kebutuha.n pemchihara.an barang miik daerah 

mcrupakan bagan dari daftar kebutuhan barang milik 
daerah 

3. Kuasa Penggua Barang wajib membuat Daftar Hasil 
Perehiharaan Barang yang berada dalam kewenagannya 

4 Kuasa Pengguna Barag melapork.an hasil pemeliharaan 
barang sccara tertulis kcpada Pengguna arang untu 
dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/ per 
semester 

5. Penggua arang atau pejabat yang ditunjuk meneliti 
a poran dan menyusun daftar hasil pemeliharsan barang 
yang dilakukan dalam l (satu) faun Anggaran 

6, Daftar Hasil Pemeliharsan Barang yang disusun penggunae 
barang atau pejabat yang ditunjuk merupa.kan ba han untuk 
melakukan evaluasi rengenai efisiensi permehiharaan 
barang milik daerah, 

7 enelitian laporan dlakukan trhadap 
a. anggaran belanja damn realisasi belanja pemeliharaan; dan 
b. tanget kinerja dan realisas target kinerja pereliharaan 

8. Pengguna Barang mclaporkan/menyampaikan Daftar Hasil 
Pemeliharaan Barang terse but kepada Pengelola Bara.g 
secara berkale 

9, Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik 

daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/ 
perawata yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus 
barang pembatu 

I0. Kartu pemchiharaan/ pcrawatan meruat 
a. mama barang 
bspesifikasinya; 
c. tanggal pemehiharaan; 
d.jenis pekerjaan atau pemeliharaan; 
e. barang atau baha yang diper gunakan; 
f. biaya pemelihara.an; 

8. pihak yang mdak8"11kkan pcmehham�n: <Ian \ 
h.hal lain yang diperlukan 

BUPATT MANGGARAI BARAT, 

EDISTASIUS ENDI 



LAMPIRAN IV PERAT'URAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
NOMOR 27 TAHUN 2024 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG 

MILIK DAERAH 

pROSEDUR PENTLAIAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 
DAERAH 

L. PROSEDUR PENILAIAN BMD 
l. Pernilaan barang miik daerah dilakuloan dalam rang.la 

penysunan neraca pemerinta.h daerah, permanfaatan, ata 
pemindahtaganan. 

2. Hal yang dikecualikan dala Penilaian barang milik daerah 
adala.h untuk 

8. peanfaatan dalam bentuk pinjam pad; dan 
b. pemindahtaga.an dalamn bentuk hibah 

Penetapan nilai barang milik daera.h dalam rang.la penyusu.an 
neraca pemerintah daerah dilakukan depgan berpedoman 
pad.a Standar Akuntasi Pererintahan (SAP 

4. Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian borang milk 
daerah dibebankan pada APBD. 

• Penilaian barang milik daera.h berupa tanah dan/ata 
banguran dalarm rangka pemanfaatan atau 
perindahtangaan dilakukan oleh ; 

a erilei Pemerintah; atau 

b. Penilai Publik yang diteta pkan oleh Bupati 
6. Penilai Publik adalah Perilai selain Penilai Pemerintah yan 

mempunyad izin praktik Penilaan dan menja.di ango ta 
a.sosas Penla yang diakui oleh pemerintah. 

7 Penilaian barang mihik daerah dilaksanaan untu.k 
mendapatkan nlai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undagan. 

8. Nila wajar yang diperoleh dari hasl penilaian menjadi 
tanggung jawab Penlai 

• Penlaian barang milik daera.h selain tanah dan/atau bangunan 
dalam rang.ka permafaatan atau pemindahtanganan dilakukc.an 

oleh Tie yang ditetapkan oleh Bupatidan dapat melibatkan 
Perilai yang ditetapkan Bupati 

10. Tim yang ditetapkan Bupati adalah panitia penaksir harga yang 
unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah /Unit Kerja terkait 

11. penilai yang ditetapkan Bupati adalah Penilai Pemerintah atau 
Penilai Publik 

1 2, Pe n i l aian  barang milike daerah dilaksanakan ntuk 
m�ndapalltan nllal WaJar aeouar denpn ketentuan pcrotur"'1 \ 



perundang undangan 

13. Apabila penilaian sbagaimana dimaksud pada ayat (4 
dilakukan oleh Penggna Barang Ianpa melibatka Penilai, 
maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan 
nilai taksiran 

I4. Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati 
I5. Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian 

kembahi dalam rangka koreksi atas nla barang milik daera.h 
yang telah ditetaplan dalarm neraca pemerintah dacrah. 

I%. Penilaian kembali Barang Milik Daerah adalah proses revaluasi 

daam rang.a pelaporan keuangan sesuad Stasndar Akeutans 
Peerintahan (SAP yang metode penilaiannya dilaksanaka 
sesuai standar penilaian. 

1 Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik 
daerah dilaksanakan berdesarlean ebijakan yang itetapk.an 
oleh BHupat dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah 
yang berlaku secara nasion.ad. 

I8. Ketentuan pemerintah yang berlaku secara asional adala 
kebijaan yang ditetaplan oleh pemerintah untuk seluruh 
entitas pemerintah daerah 

II. PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 
A, Pinsip Urum Pemindahtanganan BMD 

Harang milik daerah yang tidak diperlukan bag 
penyelenggaraan togas pemerintahan daera.h dapat 
di pindahtangan.k.an. 

• Bentuk pemindahtanganan barang mihik daerah meliputi 
a. penjualan, 
b. tukar menukar; 
e. hibah, aa 

d penyertaan modal pemerintah daerah. 
3. Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daera.h 

dila kukan penilaian 
4. untuk pemindahtanganan dalamn bentu.k hibah 

dieuahikan dalam penlaian 
5. Penilaan dilaksanakan untuk mendapat.kan rilai wajar 

B. persetujuan Pemindahtangana BMD 
l Pemindahtanganan barang mihik daerah yang dilaku#an 

setelah mendapat persetujua DPD untuk 
a. taha.h dan/atau bangunan; ata 

b. selain tanah dan /atau bangunan yang bernilai 
t.,b,h ,t�n RpS 000.000.000.· lhma mlhar rur,,ahl \ 



2.Pemindahtanganaun baracg miik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan tidak memerlukan persetuajuan 
DPRD, apabila 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah at.atu 
penataan kota, 

b. harus dihapuskan karena aggaran untuk 
bangunan pong&anti sud.ah discdiakan dalam 
dokumen penganggar an; 

c. diperuntukkan bag pegawad negeri sipil pemerintah 
daerah yang bersangkutan; 

d. diperuntukkan bag kepentingan mu; atau 
e. dikuasal pemerintah daerah berdasarkan 

keputusan pengadilan yang tela.h memiliki 
kekuatan hukuam tetap dan/atau berdasaurk.an 
ketentuan perundang-udangan, yang jika status 
kepemilikannya diperta.hank.a tidak layak secara 
ekon6mis 

3, Tarah dan/atau bangunan yang udah tidak sesua 
dengan tata ruang wilay.ah atau penataan k0ta 
dimasudkan bahwa lokasi tana.h dan/atau bangnan 
dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau 
fungsi kawasan wilayah 

4. Tarah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan 

penataan kota perlu dilakukan peye#uaian Yang 
berakibat pada perubahan luas taah dan atau 

banguan terse but 
S. Bangunan yang haruts dihapuskan karena anggarau 

untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam 
dokumen penganggaran, dimaksudkan bawa yang 
diha pus.kan adala.h bangunan yang berdiri di atas tana.h 
terse but dirobohkan untuk selanjutnya didirikan 
bangnan baru di at.as tana.h yang sama (rekonstruksi) 
scsuai dengan alokasi anggaran yang tela.h disediaka 
dalam dolmen pengangsaran 

6. Tarah dan/atau bangunan diperuntukkan bag pegawa 
egeri sipil pemerintah daerah yang bersangutan 

adala h 
a. tana.h dan/atau bangnan yang menpas.an 

kategori rumah negara /daerah golongan Ill; 
b. tanah yang merupakan tanah kavling Yang 

menurut perencanaan awalnya untuk 
pem banguan perumahan pegawainegerisipil 
pemerintah daerah yang bersangktan 



7 fanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bag 

epentingan uu adalah tanah dan/atau bag unan 
yang digunakan untuke kegiatan yang menyangkut 
epentingan banga dan negara, masyarakat luas, 
rakyat banyak/bersa.ma, dan/atau kepentingan 
pembanguan, terrasuk diantaranya kegiat.an 
pemerintah daera.h dalam ling/up hubungan 
persaha bat.an antara negara/daera.h dengan egara lain 
aau masyaura.kat/lembaga internasiona 

8. Kategori bidang kegiatan yang tidak memerlukan 
persetujua DPRD antara lain sebagai berikeut 
a. jalan mum termasuk aksecs jalan sesuai peraturan 

peruandangan, jalan tol, dan rel kereta api, 
b. saluran air minum/air bersih dan/ata saluran 

pembuagan air; 
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan 

lainya, termasuk saluran irigasi; 
d rumah sakit urum dan pusat kcsehat.an 

masyarakat; 
e. pelabuban, bandar udara, stasiun kereta api, aa 

terminal; 
f tempat ibadah; 
g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial 
h pasoar ururm; 
j. fasihitas pemakaman umum; 
j. fasilitas kesclamatan umurn, auntara lain tanggtl 

penangulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain 
benea.na, 

k. sarana dan prasaran.a pos dan telekorurikasi; 
I. sarana dan prasaran.a olahraga utuk urn; 
m. stasiun penviara radio dan televisi beserta saran.a 

pendukeungnya untuk lembaga penyiaran publike; 
n. kantor pemerintah, permerintah daerah, perwa.kilan 

negara asing, Perserikatan Bangs.a-Bangs.a, dan 
lembaga internasional di bawah naungan 

perserikatan Bang.a Bangsa, 
o. faslitas Tentara Nasional Indonesia dan epolisiant 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas 
da fungsinya; 
rumah susun sederhana, 

tempat pembuangan sampah untuk umum, 
cagarr alam dan cager buday, 
promoo1 budaya nas,onal, \ 

f 

• 



t. pertaranan untuk urum; 
u. panti sosial; 

v. lembaga pemasyarakatan; darn 
w. pembangsit, turbin, transmisi, dan distribusi 

tenaga listrik termasuk instalasi pendukugnya 

yang merupakarn satu kesatuan yang tidake la pat 

terpisahkan 
9. Permindahtangaan barang milik daerah berupa tanah 

dan /atau bacngunan dilaku.kan oleh Pengelola Barang 
setelah mendapat persetujuan Bupati 

10. Permindahtanganaan baurang milik daerah selain tanah 
dan/atau bang.nan yang bernilai samnpa dengan 
Rp5.000.000.,000,0O (Lima miliar rupiah) dilakeukan oleh 
Pengelola Barang setelah menda pat persetujuan Bupati 

1 Permindahtanganan barang milik daerah selain tanah 
dan/atau bangunan yang berrilai lebih dari 
Rp5,000,000,000,0O (ima miliar rupiah) dilakukan oleh 
Pergelola Barang setclah mendapat persetujua DP'RD 

12 permindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar 
memukar dan penyertaan modal nila; BMD Vang dipaka 
adala.h nilai Wajar 

13. permindahtanganan dalarm bentuk hiba.h nilai yang dilakai 
adala.h nilai perole han. 

14. Dalam rangla memperolch persetujuan D9D), aka 
Bupati mcngusulka Surat permohonan persetuJuan per 

setiap usula 

III. BENT'UK BENT'UK PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 
A. Penjualan Bara.ng Milik Daera.h 

prisip Umum Penjualan BMD 
a. Penjualan barang milk daera.h dilaksanakan 

dengan pertimbangan 
I) untuk optimalisasi barang milik daerah yang 

berlebih atau tidak dguna.kan/dimanfaat kan 

l) sccara ekonomis lebih menguntungkan bag 

daerah apabila dijual; dan/atau 
3) sebaga pelaksanaaan ketentuan peraturan 

perundang undanan 
b. Barang milik daerah yang tidak 

digunakaen/diranfaatkan adalah barang rilike 
daerah yang tidak diguana.kan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi $pp atau tidak 
dimanfaatkan oleh piha.k lain 



dijual 

tertentu 

yang hnas 

setelah dilakukan 
di hadapan pejabat 

clang BMD dalam 
pengumuman lelan dan 
lelang 
Pengecualian 
melipt 

Barang milike daerah yang bersifat khusus 
sesuai dengan peraturan perundang 

undangan 
21 Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan 

lebih lanjut oleh Bupati. 
Barang Miik Daerah yang dikategorika MD 

bersifat khusus adaah barang-barang yang diatut 
sccare khusus sesuai dengan ketentuan perat uran 
perundang-undangan, antara lain yaitu 
1) Rumah negara golongan Ill yang dijual kepada 

pcnghuninya yang sah. 

Kendaraan peroragan 
epada 

a) Bupati; 
b) Wakil Bupati; 

meningkat atau mnenurun 
tertinggi 

Lclang 

Perjualan barang mihik dacrah dilakukan secara 
lelang. kecuahi dalam ha tertentu. 

Lelang, adalah penjuala barang milik daerah yang 
terbuka untuk umum dengan penawaran hara 
secara tertuhis dan/ataru lisan yang sema.kin 

untuke enc.apai harga 

8 

f 

cl mantan Bupati; dan 
d) manta Wakil Bu pati 

h. Barang milik daerah lainnya yang dikecualikan 
dala lelang antara lain yaitu 
I tanah dan/atau bargunan yang a.kan 

diguakan untuk kepentingan urum; 
2 tacnath kavling yang menurut perencanaan awal 

pengadaannya digunakan untuk pembangunan 
perumahan pgawad negeri sipil pemerinta.h 

daerah yang bersangkutan, sebagaimana 
tercatum dalamn Dokeume Pelakesaa.an 
Anggaran (DPA) 

3) selain tanah dan/atau bangnan se baga 
akibo.\ dllri keadaan lalh.ar (foroe maJeunc), \ 



4 bangunan yang berdiri di atas tanah pihake lain 
yang dijual kepada piha.k lain pemilik ta.ah 

terse but, 

5) hasil bongkaran bangunan au bangunan 
yang akan dibanguan kembadi; a tau 

6] selain tanah dan /at bargunan yang tilake 

memihiki bukti keperilikan dengan nilad wajar 
paling tinggi RpL.000.0OO (sat juta rupiah) per 
nit 

i. Dalarn rangka penjualan barang milik daerah 
dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilad 
wajar 

j. Dalam hal penjualan bararg milike daerah berupa 
tana.h yang diperlukan untuk pembangunan 
rumah susun sererhana, yang nilai jualnya 
ditetapkan oleh Bupati bcrdasarkan perhitugan 
yang ditetapkan sesuai ketentua peraturan 
perundang undagan dikecualikan dadarn 
pelaksanaan penilaia. 

k. Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang 
mnihik daerah secara lelang dilakukan dengan 
memperhitungkan faktor penyesuaan 
Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf k 

merupakan limit/baas.an terendah yang 
disampaikan kepada Bupati sebagai dasar 
penetapa nilai limit 

m., Nilai limit/batasa tercndah huruf l adalah hangar 

minimal barang yang akan dilelang 
n. Nilai limit ditetapkan oleh Bupati selaku penjual 
o. Barang mihik daerah berpa tana.h dan/a.tau 

bargunan yang tidak laku dijual pada lelang 
pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak (satu) 
kalt 

p. Pada pelaksanaan lelang ulang dapat dilakukan 
penilaian utang 

q. Dalam hal setelah pclaksanaan lclang ulang 
barang milik daerah tidak laku dijuat, pergelola 
Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa 
lelang, tukar menu.kar, hibah, penyertaan modal 
atau pemanfaatan 

r Pengelola Barang dapat melakukan kegatan 
penjualan tanpa lelang sebagaimana dimaksud y 



hurufr atas barang milik daerah setelah mendapat 
persetuajuan Bu pati 

s. Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, 
hibah, atau pemyertaan modaltida.k dapat 
dilaksanakan, maka dapat dilakukan 
perusahan 

t. Hasil penjualan barang milik daerah wajib 
disetorkan seluruhnya ke rekeming Kas Umum 

Daerah 
u. Dalan had barang milik daerah berada pada Bad.an 

ayanan Umum Daera.h make 
1) Pendapatan daerah dani penjualan barang milik 

daera.h dalam rang.ka penyelenggaraan 
pelayanan umu sesua dengan tugas dan 
fungi Badan Layanan Lmum Daera.h 
merupa.kaon penerimaan daerah yang 
disctorkan seluruhnya le rekening kas Badan 

Layanan Urum Daerah 
2) Pendapatan aerah dari penjualan barang milik 

daerah dalam rangka selain penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Badan Layanan Ururn 
Daerah merupaka penerimaan dacrah yang 
disctorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 
Daera.h 

2. Objek Penjualan Barang Milik Daerah 
a, Obiek penjualan adalah barang milike daerah yang 

berada pada Pengelola Barang /Penggun Barang, 
mnelipt 

I] tabah dan/atau bangunan, 
2 slain tana.h dan/atau banguan 

• Penjualan Barang Miik Daerah berupa tanah 
dan/atau baguan dilakukan dengan 
persyarat.an sebaga berikut 

1 mememuhi persyaratan teknis: 
2) memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara 

ckonomis le bih menguntungla bagi daerah 
a pabila barang milike daerah dijual, karena 
biaya operasionad da permelihara.an barang 

lebih besar dari pada manfaat yang diperole h; 
dan 

3) mememuhi peryaratan yuridis, yakni barang 
milik daerah bcl.ok \et<Lopat penoa-..Jahan' 



hukumn 
e. Syarat teknis Penjualan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bagunan antara lain 
l) lokas tana.h dan/atau bamgnan sudah tidal 

sesua dengan tata ruang wlaya.h, 
2) lokasi dan/atu luas tatah damn /at.au 

banguan tidak da pat digunakan alam rangka 
pelaksaaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
tugas pemerintahan daerah; 

) tana.h kavling yang menurut arwal perencaunavacn 
pengadaannya diperuntukkan bag 

pembangunan peruaha pe ga wai neger  
pemerintah daera.h yang bersangkutan; 

4) bangunan berdiri di atas tana.h milik pihak 
lair, at8 

5) barang rilik daerah yang mengaggur (idle] 
tidak dapat dilakukan penetapan status 
penggunaan atau pemanfaat.a 

d. Penjualan barang milik daerah selain tarn.ah 

dan/atau banguan dilakukan dengan 
persvaratan sebagau berut 

l) memenuhi persyaratan teknis 
2 memenuhi persyaratan ekonoris, yakni secara 

ekonomis lebih memguntungkan bag 
pemerintah daerah apabila barang mihik daera.h 
dijul, arena biaya operasion.al dan 

pemeliharaan barang lebih besar daripada 

manfaat yang diperoleh; da 

) memenuhi persyarat.an yuridis, yakni barang 
mihik daerah tidak terdapat permasala ha.n 

hukeum 
e. Persyaratan teknis Penjualan barang mihik daerah 

selain tanah dan /atau bangunan antara lain 
) barang milk daerah secara fisik tidak dapat 

diguaka karena rusak, dan tidak ekonomis 
a pabila diperbaiki; 

2 barang milik daerah secara teknis tidak dapat 
dgunaka lag alkibat modernises; 

3) barang milik daerah tidak dapat digunakan 
dan dimanfaatkan karena mengalami 
perubahan dalam Spesifikasi akibat 
penggnaan, seperti terkikis, hagus, dan lain 

lain sejenisya; atau 



4) barag milik daerah tidak dapat digunakan 
dan dimanfaatkan karena mengalai 

pengurangan dalam timbangan/ukuran 
disc babkan penggunaan atanu susut dala n 
penyimpanan ataa pengangk.utan. 

f Penjualan barang mmihik daerah berupa taah 
kavling yang menurut awal perencanaan 
pengadaannya diperuntukkan bag pembangunan 

perumahan pegawa negen pemerintah daerah 
yang bersangutan dilakukan dengan persyaratan 
l] pengayuan permohonan pen ualan disertai 

dengan bukti perencanaan awal yang 
menataka bahwa tanah terse but akan 

digunakan untuk pembangunan perumahan 
pegrwai regeri pemerintah daera.h yang 

bersangutan; dan 
2) penjuala dilaksanakan langsung kepada 

masinge-masing pegawainegeri sipil pemerintah 
daerah yang bersangutan yang ditetap.kan 

Bupati. 
• Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan 

bermotor dines operasional dapat dilaksanakan 

apabila telah memenuhi persyaratan, yak.ni 
berusia paling singkat 7 (ujuh) ta hun 

h. Usie 7 (tujuh) tahun Kendaraan Bermotor Dina.s 
Operasional adalah 
1) terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun 

perolehannya scsuad dokumen epemilikan, 
untuk perolehan dalam kondisi bar; at.au 

2) terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun 
pembuatannya sesuai dokumen keperiikan, 
untuk perolehan tidak dalam kondisi baru 

, Dalam hal barang milk daerah berupa kendaraan 
bermotor rusak berat dengan sis kondisi fisik 
setinggi-tingginya 30 % (tiga puhuh persenj, maka 
penjualan endaraan bermotor dapat dilak ukan 
sebelum berusia T (tujuh) ta.hun 

j. Penjualan kendaraaon bermotor dilakukan sebeluam 
berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan surat 
keteranga tertulis dari instansi yang berkompeten 

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola 

Baran 



a. Pelaksanaan penjualan barang mihik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang dilakukan 
berdasarkan lnisiaif Bupati stau Permohonan 
pihake lain 

b. Penjualan barang milik daerah pada Pengelola 

Barang diswali engan mer buat pereneanacan 
prnjuala yagg meliputi antaura lain 
l data barang milik daerah; 
2) pertimbangan penjuala; dan 

3) pertimbangan dari aspek teknis, ekonormis, 

dan yuridis oleh Pengelola Bara.ng 

c. Pengelola Barang menyampakan usulan penjuala.n 

kepada Bupati disertai perencanaan penjualan 

BMD 

d Bupati melakeukn penelitian atas usulan 
penjuala BMD yang diajkukan oleh Pengelola 

e. Dalam melakukan penelitian Bupati membentu 
Ti untuk melakuan penelitian 

f. Penelitian yang dilaksauna.k.an oleh Panitia meliput 
peneitian data administratif dan penelitia fisik 

g. Penelitian administratif dilakukan untu.k menehiti 
l] status dan bukti keperilikan, gam bar situasi 

termasuk lokasi tanah, luaus, nilai perole han 
tnah, tan data identitas berang utuk data 

barang milik daerah berupa tanah; 
2) tahunt perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai 

perolehan bangunan, nilai bukt, dan data 
identitas barns, untuk data barang mili 

daera.h berupa banunan; dan 
3J ta.hunt perolehan, jumlah, nilai perolehan, milai 

buu, dan data identitas barang, untuk data 
barang milik daerah berupa selain tanah 

damn /atau barngunan 
h. Penelitian fisik dilakukan dengan cara 

mencocokkan fisik barang mailk daerah yang al.an 

dijual dengan data administratif 
i. Hasil penelitian dituangkan oleh Tim dalam Benita 

Acara Perchitian untuk selanjutnya disamnpal.an 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang 

j. Berdasarka Benita Acara Penelitian Bupati melaluf 
Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk 
melakuan penilaian atas barang milik daemah e 
yang aka dijual. 



daerah 
terlcbih 

milie 

Bupati memerlukan persetujuan DPRD, 

Hasil penilaian dijadikan scbagai dasar penetapan 
nilai limit penjualan barang milik daerah 
Pergelola Barang megajuan permohonan 
persetujuan penjuaan barang milike daerah 
epada Bupati 
Apa bila penjualan m 

' 

0 

p 

dahulu mengajkan permohonan persetujan 
penjuala kepada DRD 

Pergajuan permohonan persetujuan ppRD 
dilakukan terhadap tanah dan/atau bang.nan 
dan slain tanah dan/atau bangunan 

Apabila persetujuan Bupati ata persetuapuan 
DPRD melebihi batas waktu hasil penilaian, maka 
sebehum dilakukan penjualan terlebih dahulu 
harus dilakukan penilaian ulang 
Apabila hasil penilaian ulang lebih tinggi, atau 
sama, atau lebi.h rendah dengan hasil peniaian 
sebelummya yang diajukan kepada DPRD, Bupati 
tidak perlu mengajukan permohot baru 
persetujuan penjualan barang milik daera.h 

kepada DPRD 
q. Bupati mela porkan hasil penilaian ulang epada 

pPRD 
r. Bupati menetaplan barang milik daerah yang akan 

dijual berdasarkan hasl penchitian yang 
dituangan dalarm Berita Acara Penelitian dan 
persetujuan ppRD 

s, Keputusan penjualan paling sedikit meruat' 
1) data barang milik daerah yang akan dijual; 
2) nilai perolehan dan/atau nilai bulu barang 

milik daerah, dan 
3) nilai limit pen ualan dari barang milik daera.h 

t. Apabila keputusan penualan oleh Bupatr 
merupa.an penualan barang milik daerah yang 
dilakukan seoara lelang, Pengelola Barang 
meogaju.kan permintaan penjualan barang milik 

daerah dengan cara lelang kepoda Kantor 

Pelayanan Kekayean Negara dan Lela.ng 
u. Apabila eputusan penjuala.n oleh Bupati 

merupakan penjualan barang milik daerah yang 
dilakukan tanpa lelag, Pengelola Barang 
melakukan penjualan barang milik daerah secara y 



hanging kepada calon pembeli 
v, Penjualan barang milik daerah dilakukan sera.h 

trima barang berdasaran 
) Risalah lelang, apabila penjualan barang milik 

daera.h dilakukan secara lelang; dan 
2 Akta jual beli, apabila penjualan barsang milik 

daera.h dilakuan tanpa lelang 
w. Serah terima barang dituangkan dalam Derita 

Acara Serah Terima (BAST. 
x. Berdasarkan Bernita Acara Serah Terima (BAST] 

engelola Barang mengaju.kan tsula 

penghapusan barang milik daerah ke pada Bu pati 

4. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna 
Barang 
a. Perjualan barang trilik daerah pada Penguana 

Earang diawali dengan menyiapan permohonan 
penfualan, antara lain; 

1) data barang milik daera.h 

2) pertimbangan penjualan; dan 
3) pertimbangan dari aspek tekris, ekonomis, 

daunt yuridis oleh Pengguna Barang 

b. Pengguna Barang melalui pengelola Barang 
mengajukan usulan permohonan pen uala 
kepada Bupati 

e. Pergelola Barang menyam paka sulan pens uala.n 
MD epada Bupati disertai perencanaan 

penjualan B.MD 

d. Bupati melakukan penelitian art.as usulan 
penjuala BMD yang diajkukan oleh Pengelola 

e. Dalam melakukan penelitian Bupati membentu.k 
Tim untu.k melakukan penehitian 

f. Penelitian yang dilaksanakan oleh Parnitia meliputi 
penelitian data administratif dan penelitian fisik 

g. Penelitian administratif dilakukan untuk menehiti 
l) status dan bukti keperilikan, gam bar situas 

termasu.k lokasi tanah, luas, nilai perole han 
tan.ah, dan data identitas barans, untuk data 
barang milk daerah berupa tanah, 

2) tahuan perolchan, jeris konstruksi, luas, nlai 
perolehan bangunan, nilai buku, dan data 

identitas barang, untuk data barang mmihk 
daerah berupa bangunan; da.n l 
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3] tahu peroleha, jumlah, nilai perolehan, nila 
buku, dan data identitas barang, Antu.k data 
barang milik daera.h berupa selain tanah 

dan/at.au bangunan 
Penclitian fisik dilakukan dengan cara 
mencocokkan fisik barag milik daerah yang a.a 

dijual dengan data administratif 
Has.il penelitian dituangan oleh Tim dalam Berita 

Acara Penelitian untu.k selanjtnya disam peak.aon 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

Berdasarkan Betita Acara Penelitian Bupati mnelahi 

Pengelola Barang mengaskan Perilai untuk 

melakeukan peniaian atas barang milik daerah 
yang aka dijual. 
Hasil penilaian dijadikan scbagai dasar penetapan 
nilai limit penjualan barang milik daera.h 
Pengelola [Harang mengajukan permohonan 
persetup an penjuadan barang milik daerah kepada 

Bupati. 
Apabila pcnjualan barang milike daerah 
memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih 
dahulu mengajukan permohonan persetuj tan 
penjualan kepada pRD 
Pengauan permohonan persetujuan DRD 

dilakuka terhadap tanah dan/ atau bangunan damn 
selain tanah dan/at.au bangunan 
Apabila persetujuan Bupati atau persetujua ppRD 
mele bihi bates waktu hail penilaian, mnaka 

sebelum dilakukan penjualan terle bi.h dahulu 
harus dilakukan penilaian ulang 
Apabila hasil penilaian ulang lebih tinggi, atau 
sama, atau lebih rendah dengan hasil penlaan 
sebelummya yang diajukan kepade pPRD, Bupat 
tidak perlu mengajukan permohonan baru 
persetu an penjualan barang milik daerah kepada 
DPRD. 
Bupati melaporkan hasil penilaian ulang kepada 
DPRD 
Bupati menetapan barang mihik daerah yang aka 
dijual berdasark.an has.il pencitian yang 
dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan 

persetujun DPRD 
MpUlU09.l> penJWll�n p<tl1nl! ..,.,,lctt memnat \ 



data barang milik daera.h yang aka.n dijual; 
nilai perolehan dan/atau ilai Duku barang 
milik daerah; dan 

3) nilai limit penjualan dari barang milik daerah, 
t. Apabila keputusan penjualan oleh Bupati 

merupakan penjualan barang milik daerah yang 
dilakukan secara lelang, Pengelola Barang 
mengajuka permintaan penualan barang mili 
daerah dengan cara lelag kepada Kantor 
Pelaryanan Kekaryaan Negara da Lelang 

u. Apabila keputuasan penjuala olch Bupati 
merupakan penjalan barang mihik daerah yang 
dilakukan tanpa lelag, Pengelola Barang 
melakuan penjualan barang milik daerah secara 
langsung kepada calon pembeli 

v, Penjualan barang milik daerah dilakuan erah 
terima barang berdasear ka 

Risalah lelang, apa bila penjualan barang milik 
daera.h dilakukan secara lelang dan 

2) Akta jual beti, apabila penjualan barang milik 
dacrah dilakukan tanpa lelag 

w. Sera.h terima barang penjualan barang milik daerah 
pada Pengguna BHarang dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima [BAST 

x. Berdasarkan Derita Acara Serah Terima Pengguna 

Barang mengajukan usulan penghapusan barang 
milik daerah kepada Pengelola BHarang 

5. Tata Cara Penjualan Kendaraa Perorangan Dinas 
Kepada Pejabat Negara, Matan ejabat Negara Dan 

Pegawai Aparatur Sipi Negara (ASN] 

a. Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat 
dijual tanpa melalui elang kepada pejabat negara 
dan mantan pejabat negara, ada lah 

telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun 

a) terhitung mulai tanggal, bulan, ta hun 
perolehannya, untuk perole.han dalam 

kondisi baru; atau 
b) terhitung mulai ta.nggal, bulan, tabun 

pembuatannya, untuk perolehan selain 

tersebut pada huruf a] 

2l sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan 



b. Dyarat kendaraan perorangan dinas yang dapat 
dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN 

adalah telah berusia paling singkat (ima) tahun 
) terhitung mulai tang8al, bulan, tahun 

perolchannya, untuk perolehan daamn kondisi 
baru; ata 

2) terhitung mulai tanggal, bula, 
pembuatannya, untuke peroleha 
terse but pada huruf a). 

c. Kendaraan perorangan dinas dapat dyual tapa 

melahui lelang kepada, 

1 Bupat 
2) Wakil Bupati; 
3) Mantan Bupati; dan 
4) Mantan Wakil Bu pat 

d Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli 
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang 

adala.h 

1 telah memiliki masa kerja ata masa 
pengabdian sclama (empat) tahun atau lebih 
sccara berturut-turut, terhitung mulai tanggal 
diteta pkan menjadi Pejabat Negara, 

2) tidak sedang ata tidake pernah ditutut 
tindak pidana dengan ancaran hukuran 
pidana penjara paling singkat S (lima) tahun 

e. Pejabat Negara mengau.loan permohonan pens uala.n 
endaraan perorangan dinas pada tahun tera.khir 

periode jabatan Pejabat Negara 
f. Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara 

adalah tahun terakhir pada periode ja bat.an 
Pejabat Negara sesua dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 
g. Kendaraan perorangan dinas yang dial ta0pa 

melalui lelang paling banyak 1 tsatu) unit 
endaraa.n bagi I (satu) orang Pejabat Negara, 
untuk tiap penjualan yang dilakukan 

h. Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli 
kendaraan peroranggeon dinas tanpa melalui lelang 
memeruhi persyaratan 

1) teah memiliki rasa kera ata raes.a 

pengabdian selama 4 (em pat) tahun atau lebib 

-,an, btrturu!·IUrut, •�rhnunK mula1 tangp] \ 

taun 

selain 



ditctapkan menjadi Pejabat Negara sampai 
dengan berakhirnya mnasa jabatan, 

2) behum pernah membehi kendaraan perorangan 

dinas tanpa melalui lelang pad.a saat yang 
bersangutan menjabat sebagai Pejabat 
Negara; 

) tidak sedang atau tida.k pernah dituntut 
tindak pidana dengan ancaman hukuman 
pidana penjara paling singkat 5 (lira) tahun; 
dan 

4) tidak diberhentikan dengan tidak hormat dafi 

jabatannya 
Secara berturut-turut sebagimana dima.ksud pada 
angka l] adalah secara berkelan)utan menja land 
maser jabatan pade instansi yang sama atar pala 

instansi yang berbed.a 
j. endaraan perorangan dinas yang dual tan1pa 

melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara 

paling banyak I (satu) unit kendaraan bagi I (satu) 
orang mantan Pejabat Negara, untuk tiop 

penjualan yang dilakukan 
k. Mantan Pejabat Negara mengaju.an permohonan 

Penjualan kendaraan perorangan din.as paling 
area l (satu] tahun sejak berakehirmya ma.a 

jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan 
I Pengguna Barang menentukan harga jual 

kendaroan peroranan dinars Yang dijual kepada 
Pejabat Negara/ mantan Pejabat Negara yang 
dilakukan anpa melalui lelang dengan ketentuan 
sebagad berikut 

I] kendaraan dengan umur 4 [empat) tahun 
sampai dengan 7 (tujuh) ta.hurn, harga juanya 
adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai 
wajar kendaraan; 

2) kendaraan dengan urut lebih dari 7 (tuju.hj 
tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh 
persen) dari nilai wajar kendaraan 

m. Pembayaran at.as penjuala barang mmhtk daerah 
berupa kendaraan peroranggan dinars tan pa lelang 
oleh Pejabat Negara/mantan pejabat negara 
dilakukan pembayaran sekaligus. 

n Pembayaran dilakukan melalui penyetoran 
l.mg,ouns ke ...,kerung Ka• umum O..erart P'<llrl!I \ 

- 



berkelanjutan 

t. 

8. 

lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
berlakuya surat persetupan penjuala 

0. Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan 
perorangan dinas belum lunas dibayar maka 

1 kendaraan terse but facsih berstatus sebaga 
barang milik daerah, 

2) kendaraan tersebut tetap diguana.kan untuk 
keperlan dinas, 

3) biaya perbakan/ pemeliharaan menjadi 
anggung jawab Pejabat Negara/ manta. 
Pejabat Negara; daun 

4) kendaraan tersebut dilarang untuk 
dipindahtangankan, discwakan, dipinjam.kan, 

ataru dijamink.an kepada pihak lain 
p Pejabet Negara darn rant.an Peja boat yang tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf d 
dan huruf h dicabut haknya untuk membeli 
endaraan perorangan dinas 

q. Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh 
Pejabat Negara /manta Pejabat Negara digun.aka 
embali untuk pelaksanaan tgas. 

r Biaya yang telah dikeluark.an oleh pemerintah 
daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan 
dimas yang akan ibchi dalam jangka waktu 
(satu) tahun sebelum adanya persetuyuan 
penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara 
yang membeli kendaraan perorangan dinars 
terse but dan harus dibayar scbagai tambahan 
harga jual 

Biarya yang tlah ikeluark.an oleh pemerintah 
daera.h untuk perbaikan adalah biaya selain 
pemeliharaan rutin atars kendaraan perorangan 
dimes 

ejabat Negara yang pernah membeli kendaraan 
perorangan dinars, dapat membeli lagi l (satu) unit 
kendaraan perorangan dinas ta.pa melalui lelang 

setelah jangka waktu IO (sepuluh) tahun #ejak 
pembehian yang pertaa 

Pembclian kembali atars kendaraan peroragan 
dinas sebagaimana dimaksud huruf t dapat 
dilakukan sepanjang Pejabat Negara terse but 
ma3,h akt,r s,bag,,.i Pejabat N<'ll•"' tlttl!Ta \ 



v. Penjualan kendaraaun perorangan dinas yang ijual 
tan pa melalui lelang diawali dengan pega an 
permohonan penjualan oleh 

I) Pejabat Negara, pad.a ta.hrun terakhir periode 
jabatan Pejabat Negara; dan 

2 Mantan Pejabat Negara, pealing lama l (satu) 
tahun sejak berakhirnya masa jabat.an ejabat 
Negara yang bersangkutan; 

w. Pengajuan permohonan disampaikan oleh Pejabat 
Negara kepada Pengguna Barang dan Matan 
Pejabat Negara kepada Bupati. 

x. Surat Permohonan memuat antara lain l) data 
pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan 

tempat/ta.nggal lahir; dan 2 alasan permohonan 
pem belian kendaraan perorargon dinas, dan 
dilampiri dokumen pendukung auntara lain 

I) fotokopi urat keputusan pengangkatan bag 
Pejabat Negara ataa surat keputusan 
pemberhentian bag mantan Peja bat Negara, 

2) fotokopi kartu identitas; 
) surat pernyata.an yang menyat.a.kan belur 

pernah membeli atau pernah membeli 
endaraan perorangan dinars tapa lelang 
setelah jangka waktu IO (sepuluh] tahun sejak 
pembelian pertama bag Pejabat Negara; 

4) dalam ha Pejabat Negara mengajukan 
pembelian kembali kendaraan perorangan 
dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat 

keputan pengang.atan menjadi Fejabat 
Negara secara berkelanj utan dengan jangka 
waktu 10 [(sepuluh) tahuan sejak pembelian 
pertauma kendaraan perorangan din.as, 

$) surat pennyataan yang menyataan belumn 
pernah membeli kendaraan perorangan dinas 
tanpa melalui lelang pada saat yang 
bersangutan menjadi Pejabat Negara bag 

mantan Pejabat Negara; dan 
6) surat pernyala.an yang menyatat.kan tidak 

sedang atau tidak pernah dituntut tinda 
pidana dengan ancaman hukuman pidana 
penjara paling singkat (Lima) tahun. 

y. Berdasarka Surat Permohonan sebagirana 
dimllllUd huruf x l'engguna Barang melakukan \ 



persiapan permohonan penjuala, atare lain 

data administrasi kendaraan perorangan dinas, 
dan penjelasan dan pertimbangan penjualan 
kendaraan peroragan dinas tanpa melaui lelang. 

z. Dalam hal persiapan permohonan pejualan tclah 
lesai, Pengguna Barang melalu Pengelola Earang 
mengajukan usulan penjualan kepada Bupatl 
selaku peregang kekuasaan pengelolaan ba.rang 
milik daerah diserta 
1) fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKBJ, 

) fotokopi Surat Tenda Nomor Kendaraan 
(STNK] 

3) surat permohonan 
pendukungnya, 

4] rincian biaya yang tclah dikcluarkan oleh 
pemerintah daerah untuk perbaikan 
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli 
dalam jangka waktu I (satu) tahuan se belum 

adaya persetujuan penjualan; dan 
$) surat pernyartaan dari pengeuna barang bah wa 

sudah ada kendaraan pengganti. 

aa. Lupati melakuka peneitian at.as usu/an 
permohonan penjualan yang iaju.an oleh 

Pergelola 
bb Dalam melakukan penelitian Bupat membentuk 

Tim untuk 
I] melakukan penelitian kelayakan ala.san dan 

pertimbangan permohonan pen ala.n bara.ng 

milk daerah; 

2) melakukan penelitian fisik, dengan care 
mencocokkan fisik kendaraan perorangan 
dinas yang akan dijua dergam data 
adrstratf 

cc. Hasil penelitian dituang.la.n dalam berita acare 
hasil penelitian untuk selanjutnya disapaikan 

kepada Bu pati melalui Pengelola Barang 
dd. Bupati melaluj Pengelola BHarang menugas.kan 

Penilai untuk melakukart perilaian atas kendaran 
peroranga dina yang akan dual 

ee. Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar peneta pan 

nila\ 1,m,t p,-nJualan bHrang m�,k d.oe1"8h \ 

dokumen 



ff. Pengelola Barang mengaukan permohonan 
persetujuan penjualan berdasarkan hasi 

penehitian dan penilaian kepada Bupati sesuad 
batas kowenangany.a. 

88. Apabila persetufan Bupati melebihi batas wa.ktu 
hasil penilaian, makes sebehum dilakeukan 
penjualan terlebih dahulu harus dilakukan 
penilaian ula.ng 

hh. Bupati memyetjui dan menetapkan kendaraan 
perorangan dinars yang a.kan dijual berdasarkan 
hasil penelitian dan penilaian, paling sedikit 
memtat 

) data kendaraan perorangan dinas; 
2) nilai perolchan 
3) rilai buku; 

4) harga juad kendaraan perorangan dinas; dan 
5) rincian biaya yang tela.h dikeluark.an 

pemerintah daera.h untuk perbeikan 
kendaraan perorangan dinas yang aka.n dibeli 
dalam jangra waktu I (satu) tahunt se belum 

adanya persetujuan penjuala. 
ii. Dalam hal Dupati tidak menyetuju penjuala.n 

kendaraan perorangan dinas anpa melalui lelang 
upati memberitaukcan seers tertulis kepada 

pemohon melalui Penggelola Barang. 
jj. Berdasarka penetapan Bupati Pengelola Barang 

melaku.kan penjualan kendaraan perorangan din.as 
kepada Pejabat Negara/ macntan Pejabat Negara 

kk. Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas 
U/mum Daerah, terdiri dari 

1) pembelian kendaran perorangan dinas sesuai 
hangajual kendaraan perorangan dinars dan 

l) biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah untuk perbaikan endaraan 

perorangan dinas yang a.kan dibeli dadamn 
jangka waktu l (satu) tahun sebelum adanya 

persetuyuan pen uaan 

l. Mantan Pejabat Negara melakukart pembayaraan ke 
Kas Umum Daera.h sesuai hangar jual kendaraan 
perorangan dina. 

mm. Sera.h terima barang dilaksanakan setela.h lunas 
dibayar yang d1buktikan dengan surat k<rtcrnng,tn \ 



pelunasan pembayaran dari Pergelola 
Barang/ Penggua Baran&. 

nn. Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah scbagai 
tindak lanut serah terima barang 

0o Pengelola Barag dan enggun.a Barang mcla.kukan 
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
penjualan dan penghapusan kendaraan 
perorangan dinas sesuai tugas, fungi, dan 
kewenangan rasing-massing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan 

pp. Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilaukan 

pensualan dengan mekanisme tanpa lelang serta 
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, 
dapat dilakukn penjualan secara lclang 

• Tukea Menukar Bara.ng Milik Darah 

• Pinsip Umum Tukar menukar BMD 
a, Tukar menukar barang milik daerah dilaksanaan 

dengan pertimbangan: 
) untuk memenuhi kebutuhan operasion.al 

penyelenggaraan pererintathan, 
) untuk optimalisasi barang mihik dacrah; dan 
) tidak tersedia dana dalam APED 

b. Tukar menukar berdasark.an pertim bang.an 

sebagairmana dima.k.sud huruf a ditempuh apabila 
pemerintah daerah tidak dapat menyediakan aha.h 
da/atau bangunan pengganti 

e. Selain pertimbagan sebagairaa dieaksud huruf 

a, tukar menuakar dapat diakuka 

] apabila barang milik daerah berupa tanah 

dan/at.au bangunan sudath tidal sesua 

dengan tats ruang wilaryah atau penata.an 
kota; 

2 guna menyatu.kan barang milik daerah yang 
lokasinya terpencar; 

3) dalarm rangka pelaksaaan rencana strategs 
pemerintah pusat/ pemerintah daerah, 

4) guna menda partkarn/memberik.an aks«es jala.n, 
apabila objek tuar menukart adalah barang 

mihik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan; dan/ata 

) telah ketiggala.n teknologi sesua etutahas.Y 



kondisi, atau ketentuan peraturan perundag 
undangan, apa.bila obiek tukar menu.kar 
adala.h barang mihik daerah slain tanah 

dan/atau bang nan 

d. Tukar menukar barang rilike daerah dapat 
dilakukan engan pihake 

) Pererintah Pusat, 
) Pemerintah Daerah lain0ya, 
3) Sadan Usaha Milik Negara / Daerah atau bad.an 

hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki 
negara, 

4) Pererintah Desue, atau 
) Swasta, 

e, Swasta sebagamana dim.asud huruf d angka SJ 
adalah pihak swasta, bad.k yang berbentu.k badan 
hukum mapun perorangan 

f Tukar menukar barang milik daerah dapat berpa 
) tanah dan/atau bangunan yang tela 

diserahkan kepada Bu pati; 

2 tan.ah dan /atau bangunan yang berada pada 

Perguna Ba.rang de. 
3 selain tanah dan/atau bang.nan. 

g. Tana.h dan/atau bangunan yang berada pad.a 

Pengguna Barang antara lain ta.na.h darn/atau 

bangunan yang masdh dipergunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 
Barang, tetapi tidak sesad derngan tata rang 
wilaya.h attar penataan kota dan proses tu.kar 
menukarnya dilasanaan oleh ergelola Barang 

h Tukar menukar dilaksanakan setela.h lake ukan 

ajian berdasarkan 
) aspek teknis, antara lain 

) kebutuha Pergelola Bara.ng /Pengguna 
arang an 

b) spesifikasi barang yang dibutuhkan, 

2 aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap 
nilai barang miik daerah yang dilepas dan 
nilad barang pengganti; 

) aspek yuridis, antara launt ata rang wilaya.h 
dan penataan kota, dan bukti kepemihikan. 

i. Berdasarkan kapian aspeke Telesis, Aspeke Eonomis 

dan aspek uridis terhadap barang milik daera.h 
bcrupa tanah dan/atau bangurau1. Bupat, dapat � 



memberikan alternatif bentuk lain pengelolean 
barang milik daerah atas permohona persetujuan 
tukar menukar yang diusulk.an oleh Pergelola 
Barang/Penguna Barang 

j. Barang pengganti tukar menukar dapat berupa 
barang scienis; dan/atau barang tidak sejenis 

k, Barang pengganti utama tukar menukar barang 
milk daerah berupa tanah, harus berupa taah; 
tau tanah dan banguan 

l. Barang penggaanti utaura tukar menukar barang 
miik daerah berupa bangunan, dapat berpa 

) tanah; 
2) tanah dan bang.an; 
3) bangunan; dan/atau 
4) slain tanah dan/at.au bangunan 

m. Barang pengganti yang hendak dilakukcan tukar 
menukar harus berad.a dadamn kondisi siap 

dignakan pada tang.gal penandatanganan 
peranjian tu.kar menukar atau Derita Acara Sera.h 
Terima (BAST] 

n. Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling 
sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik 
daerah yang dilepas 

o. Apabila rilai barang pemgganti lebih kecil daripada 

nilai wajar barang milik dacrah yang dilepas, mitre 
tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas 
Urum Daera.h at.as sejumah selisih nilad antara 
ilai wajar barang milik dacrah yang dilepas 
dengan nilai barang penggant 

p. Penyetoran selisih nilai tukar menukar barang 

dilaksanakan paling lambat 2 (dus) hari kerja 
sebelum Berita Acara Serah Terica (BAST] 

ditandatangani 
q. Selisih rilai tukar menukar B3MD dituanglan dalam 

perjanan tu.kar menu.kar 

r. Apabila pelaksanaan tukar menu.kar 
engharuskan mitra tukar menukar membangun 
bargnan barang pong#anti, mitra tu.kar menu.kar 
menuju.k konsultan pengawas dengan 
persetujan Bupati berdasarkan pertim bang.an 
dai SKPD terkait 

s. Konsultan pong@was mnerupale.an badan hukeumn 
yang bergerak di bidang pengay,asru, kons\rull•1 \ 



t. Biaya konsultan menjadi tang8ng jarwab mitra 
tukar menukat 

u. Tukar menuar dilaksanakan oleh pengelola 
barang sctelah mendapat persetuan Bupat 
sesuai dengan kewenangannya 

2. Tat Cara Pelaksanaan Tukar Menukar arang 4Ne 
Daerah Pada Pengelola Bara.ng 

a. Pelaksanaan tukar menuar barang mihik dacrah 
yang berada pada Pergelola Barang dilakukcan 
berdasarkan 

1) kebutuhan darn Pergelola Barang untuk 
melakukan tukar menukar; atau 

l) permohonan tukar menukar dari para pihake 
sbagai berikut 

a} Pemerintah Pusat; 
b] Pemerintah Daerah lainnya, 
e) Badan LUsaha Milik Negara/ Daera.h at.au 

badan hukum milik pemerintah lainnya 
yang dimiliki negara; 
Pemerintah Dess; ata 

e) Swasta, 

b, Pelaksaaan tukar menukar barang milik daerah 
yang didasarks pale keboutuhan pengelola 
barang, diawadi dengan pembenukan Tim oleh 

Bupati untuk mclakukan penchitian mengenai 
kemungkinan melaksanakan tukar menusar yang 
didasarkan pada pertimbagan; 

I untuk memenuhi kebutuhan operasional 

penyelenggaraan pemerintahan; 
untuk optimalisasi barang milik daerah; 

3 tidak tersedia dana dalam APBD; 
4) apabila barang milik daerah berupa tana.h 

dan/at.au bangunan sudah tidal sees ua 
lengan tata ruang wilayah ata penataan 
kota; 

D) guna menyatukan barang miik daera.h yang 

Iokasinya ter penear; 
b) dalam rang.la pelaksanaaan rencana strategi 

pemerintah pusat/pemerinta.h dacrab, 
7) guna mendapatkan/memberikan akses jalan, 

apabila obieke fukar menukar alala.h barang 

milik dacrah berupa tanah dan/atau y 



banguan; dan/ata 
8] telah ketinggalan tekenologi scsuai kcbutuhan, 

kondisi, atau etentuan peraturan perundang 
undangan, apabila obijek tukar menukar 
adalah barang milik daerah slain tanah 
dan/at.au bangnan 

c. Penelitian meliputi 
1) penelitian kelaya.lan fuar menukar, baik dari 

aspek teknis, ekonomis, mapun yuridis, 
l) ponchitian data administratif; dan 
) penelitian fisik 

d. Penelitian administratif dilakukan untuk meneliti: 
) status pengguaan dan bukti epemilikan, 

gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, 
perutukan, kode barang, kode register, nama 
barang, dan nilai peroleban, untuk data 
barang milike daera.h berupa tanah; 

2) tahu pembuatan, kode barang. ode register, 
nama barang, konstruksi banguan, luaus, 
status kepemilika, lokasi, milai perolehan, 
dan nilai buku, untuk data barang milik 
daerah berupa bangunan, 

3) tahu perolehan, kode barang, kode register, 
nama barang jumlah, nilai perolehas, milai 
buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan 
endaraan untuk data barang milik daera.h 
berupa selain taah dan/atau bangunan 

e, Penelitian fisik dilakukan dengan cara 
mencocokkan fisik barang mihik daera.h $yang aka 
dit ukarla dengan data administratif 

f. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara 
penchitian 

g Tim menyampeikan berita acare has.il penelitin 
epada Bupati untuk peneta pan barang mii 
daera.h mcnjadi objck tukar menukar 

h. Berdasarkan penetapan obyek Tukar Menukar 
BMD oleh Bupati, Pengelola Barang menyusun 
rincian rencana barang pengganti sebagai berikut 

l) tanah meliputi luas dan lokasi yang 
peruntukannya sesuai dengan tata ruang 
wilayah, 

2) bangunan meliput 
banguan serta 

jenis, luas, dan konstruksi 

... rana dan P'"""""'" \ 



penunang 
) selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, 

enis barang, kondisi barang dan spesifikasi 
barang 

i. Pengelola Barang melakukan perilaian terhadap 
barang milik daerah yang akan ditulark.an dan 
barang pengganti dan Hasil Penilaian disampaikan 
Pengelola Barang kepada Bupati. 

j. Berdasarkan hasil penilaian Bupati melakukan 
penetapan mitre tukar menukar 

k. Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar 
paling sedikit memuat 

l) mitra tukar menu.kar; 
) barang milk daerah yang akan dilepas; 
3) nilai wajar barang mihik daerah yang aka 

dilepas yang masih berlaku pad.a tanggal 

eputusan diterbitkan, dan 
4) rincian rencana barang pengganti 

• Pengelola Barang mergajuaka.n permohonan 
persetujuan tu.kar menu.kar kepada Bu pati 

m. Dalam hal tukar menukar memerhukan persetujuan 
DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan 
permohonan persetujuan tukar menukar kepada 
bp 

n. Berdasarkan surat persetujuan tukar menu.kar, 
upati dan mitra ukar menukar menandatargani 
perjanjian tu.kar menu.kar 

o. Setelah menandatangami perjanjian tukar menukar 
mitra tukar menukar melaksanakan 
) pekerjaan pembangunan/pengadaan borang 

pnganti sesuai dengan perjanjian tukar 
menukar, untuk tukar menu.kar ata.s ba.rang 
mihk daera.h berupa tanah dan/a ta 

bangunan 

2) pekerjaan mclaksahakan pekerjaan pengadaan 
barang pegganti sesuai dengan perjanjian 
tukar menukar termasuk menyelesadka 
pengurusan dokumen administratif yang 
diperlukaan, tukar menu.kar atas barang milik 

daerah berupa selain tanah dan/atau 
banguan 

p. Hupati membentuke fie untuk melakuken 

monitoring pelaksanaan pengadaan/ pembangunan y 



barang pengganti berdasarkan la poran konsultan 
pengawas dan peneitian la pagan 

q. Sebelum dilakukan penyerahan barang mihik 
darah yang dilepas, Pengelola Barang melakukan 
penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti 
sesuai engan yang tertuang dalam perjanjian 
tukar menukar 

r. Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa 
terdapat etidaksesuian spesifikasi dan/atau 
Jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar 
menuka, mitra tukar enukar berkewaiban 
melengkapi/ memperbaii kctidakscsuai terse but 

s, Dalam hal kewajiban mnitra tukar menukar untuk 
melengkapi/memperbaiki tidak dapat dipenuhi, 
makes mitre fukar menukar berkcwajiban untuk 
menyetorkan selisih nilai barang milik daerah 
denga barang pengganti ke rekerning Kas Urum 

Daerah 
t. Bupati membentuk Tim untuk melakukan 

penelitian kelengkapan dokumen barang 
pengganti, antara lain bu.kti kc permilikan, serta 
menyiapkan Berita Acara Serah Terina (BAST) 

untuk ditandatangami oleh Pengeola Bara.g dan 

mnitr fukar menuke.at 

u. Berdasarkan perjanjian Tukar Menkar Pengelola 
arang melakukan serah terima barang, yang 
dituangkan dalam Derita Acara Serah Terina 
(BAST) 

v, Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 

Pengelola Barang mengajukan usulan 
penghapusan barang milik daerah yang dilepas 
dari daftar barang Pengelola kepada Bupati serta 
Pengelola Barang mencatat dan mengajukan 
permohonan penetapan status pengqunaan 
terhadap barang pengganti sebagai barang milik 
daera.h. 

w. Pelaksanaan tukar menukar barang milik dacrah 
yang didasarkan pada permohonan dari para 
pihak, diawadi dengan mengayu.loan permohonan 
secara teruis kepada Bupati 

x. Permohonan kepada Bupati disertai data 
pendukung berupa 

rincian peruntukan; 



2 jenis/spesifikas, 
3) lokasi/data teknis; 

4) perkiraan nilai barang pengganti; dan 
5] hal lain yang dipertukan 

y. Pelaksanaan tukar menu.kar barang milik daerah 
yang didasaran permohonan dari 

I] Pemerintah Pusat; 
2) Pemerintah Dacrah lainnya; 
3) Badan Usaha Milik Negara /Daerah atau badan 

hukum milik pemerintah lainnya yang dimihiki 
negara, 

4] Pererintah Desa; a0au 
5] Swasta, 

Pelaksanaaunnya mengikuti prosedur dan ketentuan 
sbagaurana diatur huruf bs.dhurufx 

bangunan; 

Penggun.a Barang mengaukan permohonan 
persetuju.an tukar menukar kepada Bupati mnelalui 
Pergelola Barang, dengan disertai 

penjelasan/ pertimbangan tukar menukar; 
2) surat pernyataan at.as perlunya dilaksanakan 

ukar menu.kar yang ditandatanga oleh 
Pengguna Barang 

3] Peraturan daerah mengenai tata ruang wilaya.h 
atau penataan kotar, 

4) data administratif barang ihik daerah yang 
dilepas; dan 

) rincian rencana kebutuhan barang pengganti 
Data administratif barang rilik daerah yang 
dilepas diantaranya 
l) status penggunaan dan bukti keperilikan, 

gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, 

kode barang, kode register, name barang dan 
nilai perolehan, untuk barang milik daerah 
berpa tanah; 

2 tahu pembuatan, kode barang, kode register, 
ama barang, konstruksi banguan, luas, 
status kepemilikan, nilai perolehan, dan milai 

bulru, untuk herang nul,k daerah berupa \ 

3 feta Cara Pelaksanaan Tukear Menkar Pada Penggun.a 
Barang 
• 



3) tahun perolehan, kode barang, kode register, 
ama barang, jumlah, nlai perolehan, nila 
buku, kondisi barang dan bukti kepemilikan 
kendaraan, untuk barang milik daerah berupa 

selain tanah dan/atau bangunan. 
c Rincian rencana kebutuhan barang pengganti 

meliputi 
I] luas dan lokas yang perunt ukanya sesua 

dengan tata ruang wilayah, untuk barang 
milik daerah berupa tanah; 

2) jenis, huas, darn rencana konstruksi bangunan, 
serta saran.a damn prasarana penunjag, untu 
barang mihik daerah berupa baguan; 

dan /atau 
) jumlah, jenis barang, kondisi barang dan 

spesifikasi barang untuk barang milik daerah 
berupa selain tanah dan/atau bang.nan 

d. Pelaksanaan tu.kar menu.kar barang milik daerah 
pad.a Penguna Barang pelaksanaannya mnengiuti 
etentuam pelaksanaan tukar mnenukar Barang 
Miik Daerah pad.a Pengelola yaitu ketentuan huruf 
bs/d hurufx 

e. Berdasarkan Serita Acara Sera.h Terina (BA8T] 
Pergga arang mengajukan than 

penghaptusan barang milik daerah yang dilepas 
da Daftar Bara.ng Pengguna kepada Pengelola 
Barang serta Pengguna Barang mencatat dan 
megajukan permohonan penetapan status 
pengeuaan terhadap barang pengganti sebaga 
barang miik daerah, 

4. Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima BMD 
a, Tukar mermukar dituangkan dalam perjanjian 
b. Perjanan sekurang kurangnya memat 

identitas pihake; 
2) jenis dan nilad barang milik daerah; 
3) spesifikasi barang pengganti; 
4 klausal bahwa dokumen kepemihikan barang 

pengganti diatasnama.k.an pemerinta.h daerah; 
5l jangka waktu ponycrahan objek tukar 

menu.kar; 
6) hak dan kewaiban para pihak; 
7) ketentuan dalam hal terjadi 



maeurel; 

8] sanksi; dan 
] penyelesaian perselisihan 

e. Perjapan tukar menukar ditandatangani olch 
mitra tukar menukar dengan Bupati. 

d. Penyerahan barang rilik daerah dan barang 
pengganti dituangan dalam Berita Acara Sera.h 
Terima (BAST) 

e, Berita Acar Serah Terima [BASTditandatagai 
oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang 

f Penadatanganan Derita Aca.ra dilakukan paling 
labat l (satu) bulan setelah tanggal penanda 
taunganan perjanfan tukar menukar untuk baran.g 
pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal 
peanjian tukar menukar ditandata.rgan 

g Penandatanganan Serita Acara tukar menukca 
dilakeukan paling lama 2 (dua) tahun setelah 
tang#al penandatauganan perianjian tukar 
menu.kar untuk barang pengganti yang belum siap 
hgunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar 
ditadatangan 

h. Penandatanganan Serita Acaura Serah Terima 
(BAST} hanya dapat dilakuken dalam hal mitra 
tukar menukar telah mnemenuhi seluruh ketetuan 

darn scluruh klausul yang tercantum dalarn 
perjanjia tukar merukar 

t. Bupati berwenang membatalkan perjanjia Tukar 

Menkar scara sepihak dalam had Serita Acara 

Sera.h Terima (BAST) tidak ditandataugani sampai 
dengan batas waktu scbagarana dimaksud pada 
huruff dan huruf 

Hibah Barang Miik Daerah 
1 Pinsip Unum Hibah BMD 

a. Hibah barang milik daerah dilakukan dengan 
pertimbangan untuk kepentingan 
l] sosial; 
2) budaya, 
3 keagamaan; 
4] kemanusiaan; 
5] pendidikan yang bersifat non komerial, 
6) penyelenggaraan pemerintahan pusat/ 

pemerintahan daerah. « 



huruf e 

dalamn proses 
sepenuhnya oleh 

peroragan atau massyarat.k.at yang terkena 
beneana ala engen kriteria masryara.kat 
berpenghasilan rendah (MB} sesai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Penyclenggaraan pemerintahan pusat/daerah 
adalah termasuk hubungan antar negaura, 
hubungan antara pemerinta.h pusat dan 
pemerintah dacrah, hubungan antara pemerintah 
daera.h dengan masyaura.k.at/ lembaga 
internasioral, dan pelaksanaan kegiatan yang 
menunjans penyelenggaraan togas dan fungi 
pemerinta.h pusat atau permerintah daerah 

arang milik daerah dapat dihibahkan apabila 

memenuhi persyaratan 

) bukan merupakan barang rahasia negara 
2) bukan merupaan barang yang menguasad 

hajat hidup orang banyak; atau 
3) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaura.an 

tugas dan fungsi penyelerggaraan 
pemerintaha daerah 

Segala biaya yang timbul 
pelaksanaan hibah ditangug 
piha.k penerima hibah 

Barang milk daera.h yang dihibahkan 
gnat.kan sebagaimana ketentuan 
ditetaplan dalam naska.h hibah. 
Hibah sebagamnana dimaksud pada 
dilakcsanakan oleh Pergelola orang 
Pihak yang dapat menerima hibah adala h 

I) lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga 
keaga.ma.an, lembaga kerasnaasiaan, atau 
lembaga pendidikan yang bersifat non 
komersial berdasarkan akta pendirian, 
anggaran dasar/ rumah tang.g, atau 
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang 
kompeten bahwa lembaga yang bersang.kutan 
aalah sbegai lemnbaga dimakeel; 

] pemerintah pusat; 
) pemerintah daerah lainnya, 
4] pemerintah desa; 

5 

e. 

d 

b 

' 
8 

a.tau 

6] pihake lain sesua letent an 

perundang-undangan 
morn, 



h. Pemberian hibah kepada pemerintah desa 
sebagamana dimaksud pad.a angka dilaku.kan 
dalam hal Barang milik dacrah berskala lokal 
yang ade di dcsa dapat dihibahkan 
epemilikannya kepada desa atau Barang milk 
dcsa yang telah diambil dari desa, oleh pemerinta.h 
daerah kabupaten dikembalikan kepada desa, 
kecuali yang sudah digunakan untuke fasilitas 
urum 

• Hibah dapat berupa 

1) tanah dan/atau bangunan yang telah 
isera.hkan kepada Bupati; 

2) tanah dan/atau bangunan yang berada pad.a 
Pengguna Barangg; dan 

) selain tanah dan/atau banguan 
J. Tanah dan/atau baguan yang berada pad.a 

Peng8tuna Barag atara lain tan.ah da/atac 
bangunan yang dari arwad pengadaannya 
direncanaka.n untuk dihibahkan sesuai yang 
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) 

k. Barang milik daera.h selain tana.h dan/ atau 
bangunan melipti 
l) borang mihik daerah slain tanah dan /ate 

banguan yang dari awal pengadaa.nnya 
untuk dihibahkan; dan 

2 barang milk daerah selain tanah dan /tau 
bangunan yang lebih optimal apabila 
dhba hkan 

L, Penetapan beracng milik daerah yang akan 
di hibahkan dilakukan oleh Bupati 

2. Tata Cara Hibah Barang Milk Daerah Pala Pengelola 
Haran 
a. Pelakesanaan hibah barang milik daerah yang 

berad.a pada Pengelola Barang dilakeukaon 
berdasarkan irisiatif Bupati atau permohonan dari 

pihake yang da pat menerima Hibah, antare lain 
I) lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga 

keagaraaon, lerbeaga kerasnrasa.an, atau 
lembaga pendidika yang bersifat non 
omersial berdasarkan akta pendirian, 
angaran dasar/rurah faun8a, a« 



pernyataan tertulis dari instansi tcknis yang 
kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan 
adala.h sebagai lembaga dimaksud; 

2) pemerintah pusat; 
3) pemerintah daerah lainnya, 
4) pererinth desae 
5] perorangan atad masyarakat yang terken.a 

bencana alarm dengan kriteris masyarak.at 
ber penghasilan rendah (MBR] esuai 
ketentuan peraturan perundang undangan, 
atau 

b) pihak lain estuad ketentuan peraturan 
perudang-undangan 

b. Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada 
Pergelola Barang yang didasarkan pada inisiatif 
Bupati diawadi dengan pembentuaka Tim olch 
Bupati untuk melakukan penelitian, yang meliput 

ponchitian data administratif dan penelitian fisik 
c. Penelitian data administratif dilakukan untuk 

meneliti 
l] status dan bukti kepemilikan, gamar situasi 

terrasuk lokasi taah, luaus, lode barang 
kode register, nama barang nilai perolehan, 
dan peruntukan, untuk data baran.g milik 
daera.h berupa tanah; 

2 tahuan pembuatan, konstruksi, luaus, kode 
barang, ode register, nama barang, nilai 
perolchan, nilai buku, dan status keperilikan 
untuk data barang milik daerah berupea 
bangunan; 

3 tahuan perolchan, spesifikasi/identitas teknis, 
bukti kepemilikan, kode barang, kode register, 
nama barang, nlai perolchan, nilai buku, dan 

jumlah ntuk data barang milik daerah 
berupa selain tanah dan/atau bangunan, dan 

4) data calon penerima hibah. 
d. Dalam melakukan penelitian terhadap data calon 

penerima hibah Tim dapat melakukan klarifikasi 
kcpada instansi yang berwenang dan berkompeten 
mengenai kesesuaian data ealon peneria hibah, 

e. Penelitian fisik dilakukan dengan cara 
menoocokkan fisik barang mihik daerah yang a.an 
dihibahkan dengan data adm1n1Stmt1f \ 



scbagamana dimaksud pada hurufe 
f. Hasil penelitian dituangan dalam berite acara 

penelitian 
g. Tinn menyampaikan berita acara hasil penelitian 

epada Bupati untuk menetaplan barang milik 
daerah menjadi objeke hibah 

h. Dalam hal berdasarkan Derita acara penelitiaon 
Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui 
engelola Elarang meminta surat pernyataan 
kesediaa menerira hibah kepada caloin penerima 
hibah 

i. Pengelola Barang mengajultan permoho0an 
persetupan hibah kepada Bupat 

j. Dalam ha hibah memerluakan persetujuan DPRD, 
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan Hibah kepada DP'RD 

k. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati 
atau disetujui oleh DP'RD, Bupati meneta plea 

keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang­ 
kurangya memuat 

penerima hibah; 
2) objck hibah; 
3 nilai perolehan an nilai buku terhadap 

barang yang dapat dilaleukan penyusutan, 
untuk taah dan/atau bangunan, 

4 nilai perolehan dan nilei buku terhadap 
barang yang dapat dilakukan penyusutan, 
untuk selain tanah dan/atau bangunan; da 

D peruntukan hibah. 
• Berdasarkan keptusan pelaksanaan Hibah Bupati 

dan pihak penerima hibah menandatagani 

naska.h hbah 

m. Naskah hibah memuat sekurang-urangnya 
I) identitas para phake; 
2) jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah 
3) tujuan dan peruntukan hibah; 
4] hak dan kewajiban para piha.k; 
5] klausual beralihnya tanggung jawab dan 

kcwajiban kepada pihak penerima hibah; dan 
b) penyelesaian perselisihan 

n. Berdasaurkan has.kah hibah Pengelola Barang 
melakeukan serah terims barang mihik daerah 
kep,,.d,l pcocnma Jubah vans dituangkan dalam 



Berita Acara Serah Terima (BAST) 

o. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST 
Pergelola Barang mengajukan usulaon 
penghapusan barang milik daerah yang tela.h 
ihibahka 

p. Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada 
pengelola barang yang didasarkan pada 
permohonan dari pihake yang dapat menerima 
hibah, iawadi dengan penyam paan permohonan 
oleh piha.k pemohon kepada Bupati 

q. Permohonan dari penerima Hibah meruat 

l) data pemohon; 
2 alasan permohonan; 
3) peruntukan hibah 

4) jenis/spesifikasi/mars barang milik daera.h 
yang dimohonkan untuk dihibahkan; 

5) jamlah /luas/volume barang miik daera.h yang 

di mohonkan untuk dihibahkan; 

6) lokasi/data tekmis; dan 
7) surat permyataan kecsediaan menerima hibah 

r Berdasarkan permohonan upati membentuk Ti 

untuk melakukan penelitian 
s, feta cara penelitian sampai dengan pelakesanaan 

serah terima pala pelaksaaaen hibah yang 
didasarkan pala permohon.an pihak perohon 
mermgiuti ketentuan se bagaimana diatur dalam 
hurubs/d hurufo pada pelaksaraan hibah atas 

inisiatif Bupati 
t. Apaila permohonan ibah tidak disetujui, Bupati 

melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada 
pihak yang mengajuan permohonan hibah, 
discertai dengan alasannya 

3. Tata Cara Pelaksanaan Hibah Bara.g Milik Daerah Pad.a 
Pergguna Barang 

a, Pelaksanaan hibah barang mihik daera.h pada 
Pengguna Barang diawali dengan pembentukan 
Tim Internal pad SKPD oleh Pengguna Baran.g 
utuk melakukart penelitiart, pelaksanaan 
penelitian meliputi: penelitian 
dan penehitian fisik 
Penelitian lats administratif 
meneliti 

dilakukan un!uk \ 
data administratif 



l) status dan bukti kepemilika, gam bar situasi 
termauk lokasi tanah, uas, kode barang, 
kode register, namna barang, milai perolchan, 
dan peruntuloan, untuk data barang miik 
daera.h benpa tanah; 

2 tahun pembatan, konstruksi, luas, kode 
barang, kode register nama barang, nilai 
perolehan, nilai bula, dan status eperilikan 

untuk data barang milik daerah berupa 
bang.an, 

3) tahun perolehan, spesifikasi /identitas teknis, 
bukti kepemilikan, kode barang ode register, 

nama barang, nilai perolchan, nilai buktu, dan 
jumla.h untu.k data barang milik daerah 
berupa selain tanah dan /atau bangunan; dan 

4] data cadon penerima Hibah 
e. Penelitian fisik dilakukan dengan cara 

mencocokkan fisik barang milik daerah yang aka 

dihibahkan dengan data administratif 
sebagaimana dimaksud pada hurufb 

d Hasil penehitian administrasi dan fisik dituangk.an 
dalam berita acara penelitian dan selanjutnya 
disam paika Tim kepada Pergguna Barang 

e. Berdasaran berita acara hasil penelitian Penggua 

arang mengay us.an permohon@n hibah kepada 
Pengelola Barang yang meruat: 

] data calon penerima hibah; 
2 alasan untuk menghibahkan, 
3) data daon dokumen atas tan.ah dan/ atau 

bangunan 
4] peruntukan hibah, 
5] tahun perolehan; 
6] status dan bukti kepermilikan, 
7) ilai perolehan 
8) jenis/pesifikasi barang miik daerah yang 

dimohonkan untuk dihibahkan; dan 

9 lokasi 
f 

£ 

Penyampaian surat permohonan disertai dengan 
surat peyataan kesediaa menerima hibah. 

Dalam melakuka penelitian tcrhadap data calon 
penerima hibah Tie dapat melakukan klarifikasi 

kepada instansi yang berwenang dan berkompeten 

\ 
tengenan kesesualan data talon pemerita hibah 



h, Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian 
kepada Bupati untuk menetapk.an barang milik 
dacrah menjadi objek hibah melalui Pengelola 
BMD 

i, Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian 
Hibah apat dilalesanakan, Bupati mela hui 
engelola Barang meminta surat pernyataan 

esediaan menerima hibah kepada calon penerima 
hibah. 

permohon.an Pengelola Barang mengajukan 
persetjuan hibah epala Bupati, 

k. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan pPRD, 
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan hibah kepad DPRD 

Apabile perohoa Hibah disetujui leh Bupati 
ata disetuju DPD, Bupati menetaplan 
pelaksanaan hibah, yang sekurang kurangnya 

j 

memuat 
I) penerima hibah; 
2) objek hibah; 
3) nilai perolehan dan nilai buku terhadap 

berang yang dapat dilakukan penyusutan, 
untuk taah dan/atau bangunan 

4] milai perolehan dan nilai buku terhadap 
barang yang dapat dilakukan penyusutan, 
untuk slain tanah dan/atau bangunan; dan 

5] peruntukan hibah 
m. Apabila permohonan Hibah tida.k disctujui, Dupati 

melahui Pengelola Barang menerbitkan surat 
penolakan kepada Pengguna Bara.ng yang 
mengajukan permohonan disertai dengan 
alasannya 

n Berdesarkan penetapan pelaksanaa Hibah, 
Pengelola Barang dan piha.k penerima hibah 
menandatangani nas.kah hibah 

0. Naska.h hibah memuat sekurang-kurangy.a 
identitas para piha.k; 

2) jenis dan rilei barang yang dilakeukan hibah; 
3 tufan dan peruntukan hibah; 
4) hak dan kewajiban para pihak 
54 klausul beralihnya tanggung jawab dan 

kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan 
6) peyelesaan perselisihan. l 



p. Berdasarkan naskah hibah, Pegelola Barang 
melakukan serah terima barang milik daera. 
kepada penerima hibah yang dituangkan dalam 
Betita Acara Serah Terina (BAST). 

q. Berdasarkan Berita Acara Serah Terina (BAST), 
Pengguna Barang mengajukan usulan 
pong.hapusan barang milik daerah yang tela 
dihibahkan, 

r Pelaksanaan hibah barang mihik daera.h berupa 
taah dan/atau bangunan dan selain tana.h 
dan/atau bangunan yang dari awal pengadaany.a 
direncahakan untuk dihibahkan mengltuti 
ketentuan pe.-..tu1"8n pen.tndang und&npn \ 

BUPATI MANGOARAI BARAT, 
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EDISTASIUS ENDI 



LAMPIRAN V 
NOMOR 
TENTANG 

PERAT'URAN BUPATT MANGGARAI BARAT 
2 TAHUN 2024 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG 
MILAK DAERAH 

PROSEDUR PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

I PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH 
A. Prinsip Umum Pemusnahan Barang Milik Daerah 

Perusnahan barang mihik daerah dilakukan apabila 

a. tidak dapat diguana.kan, tidak dapat dimanfaatkan, 
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; at.au 

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

2 Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah 
mendapat persetujuan Bupat, untuk barang milik daera.h 

pada Peng&una Barang. 

3. Perusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujtan Bupat, tntuk barang milik daerah 
pada engelola arang 

4. Pelaksanaan pemusnathan oleh Pergelola marupun Pengra 
Barang dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan 
kepada Bupati 

5. Perusnahan dilakukan dengan carat 
a. dibakar; 
b. dihancurkan; 
c. ditimbun; 
d ditenggelamkan, atau 
e cars lain sesuai denga ketentuan peraturan perundang 

undangan 

• Tata Cara Perusnahan BMD pada Penggun.a Barang 
• Pergajuan permohonan permusnaha barang rilik daerah 

dilakukas oleh Pengguna Barang kepada Bu pati 

2. Permohonan paling sedikit memuat pertimbangan da 

alas.an perusnahan dan data barang milik daerah Yang 
diusulkan pemusnaha 

3. Data barang mihik darah artara lain me hipti 

a. kode barang; 
b kode register; 
c. mama barang 
d. tahun perolehan; 

d •pt•llila.,., bar11ng. � 



f kondisi barang 
g jumlah barang; 
h. buketi kepemilikan untuk barang milik daerah yang 

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, 
i. nilai perolchan; dan 

j. milai buku utuk barang milik daerah yang dapat 
dilakukan penyusurtan 

4, Pengajuan permohonan kepada Bu pati dilengkapi dokumen 
pendukupg berupa 

a. surat pernyataan dar] Pengguna Barang/ Kua.sea 
Perggua Barang yang sekurang kurangnya meruat 
I) identitas Pergguna Barang/Kuasa Per.ggun.a 

Barang; dan 
permyataa bahwa barang mihik daerah tidak dapat 

diguakan, tidak da pat diranfaatkan, dan/at au 
tidak dapat dipindahtangankan atau ala.san lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perun<dang 
undangan. 

b. flotokopi bukti kepemilikan, untuk barang mihik daerah 
yang harus dilengkapi dengan bukti ke perilikan, 

c. kartu identitas barang untuk barang milik daera.h yang 
harus dilengkapi dengan kartu identitas barang dan 

d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 
5, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 

permohonan usulan Perusnathan yang diajukan oleh 
Perggua Barang/Kuasa Penggua Barang 

6, Penelitian pengelola Barang meliputi: 
a. penelitian kclayakan pertimbangan dan ala.san 

permohonan pemusnahan barang milik dacrah; 
b penelitian data administratif; dan 
c. penelitian fsik 

7,Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti 
atarea lean 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c 

d 
e 

f 
g 

h 

,. 

nama barag; 

tabun perolehan; 
spesifikasi barang 
kondisi barang 
jurlah barang 
bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 
ilai perolehan; dan/atatu 



j. nilai buku, untuk barang ilik daerah yang dapat 
dilakeu.kan penyusutan. 

8. Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik 
barang milik daerah yang aka dimusnahkan dengan data 
administratif sebagarana dima.ksud pada anga T 

9 Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada 
Bupati ebagai baha pertimbargan persetuyuan 
pemusnahan barang milik daerah 

0. Apabila permohonan pemusnahan barang milk daera.h tidak 
disetujui, Bu pati memberitahukan kepada Pengguna Barang 
melalui Pengelola larang yang mengayuk.an permohonan 
disertai dengan alasan 

l. Apabila permohonan pemusnahan barang milk daera.h 
disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujtan 
pemsaha barang eilike daera.h 

12. Surat persetuan pemusnathan barang milik daerah paling 
sedikit mermuat 

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dimusnahkan, yang sekurang-kurangy.a meliputi 
kode barang, kode register, nama barang, tahun 
perolchan, spesifikasi barang kondisi barang jumlah 
barang, milai perolchan, dan nilai buku untuk barang 
milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan dan 

b. kewajiban Perggna arang untuk melapork.an 
pelaksanaan Perasnathan kepada Dupati 

13. Berdasarkan surat persetujan pemusnahan barang miik 
daera.h Pengguna Barang melakukan perusnahan barang 
milik daerah. 

I4. Pelaksaca.an pemusathan dituangkan dalam Derita care 
Perusnahan dan dilaksanakan paling lama l (satu) bulan 
sejak tanggal penerbitan surat persetajuan perusna.ha.n 
barang milik daera.h oleh Bupati 

1. Berdasarkan Berita cara Perrusnahan Pergguna Barang 

mengayuan usulan pengbapusan barang mihik daerah. 

C Tata Cara Pemusnahan BMD pala Pengelola Bara.pg 
l Pengajuan permohonan pemusnahan barang mihik daerah 

dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Bupati 
• ermohonan paling sedikit mermuat pertimbapgan dan 

alasan pemusnahan dan data barang milik daerah yang 

diusulkan pemusnahaunt 

Data barang milik daerah antara lain mehipti 

a. kode barang 



b. kode register; 
c. nama barang 
d. tahun perole han; 
e. pesifikasi barang 
t kondisi barang; 
g jumlah baramg; 
h. bukti kepemilikan untu.k barang mihik daerah yang 

harus dilengkapi dengan bukti ke perilikaan 
nilai perolehan; dan 

j. nilai buku untuk barang miik daerah yang da pat 

dilakukan pemyusutan 
4, Pengajuan permohonan epada Bupati dilengapi dokumen 

pendukung berupa 
a surat pernyataaun dari Pergguna Barang/Ku.as.a 

Pengguna Barang yang sekurang kurangnya meruat 
) identitas Pengguna Barang/Kuasa Peng.gun.a 

Barang dan 
2) pernyataan bahwa barang miik daerah tidak dapat 

digunakan, tidak dapat dirnanfaat.kaon, darn/at.au 
tidak dapat dipindahtangankan ata alasan lain 
sesuai dergan etentuan peraturan perundang­ 
undanga.n 

b. fotokopi bukti kepemiikan, untuk barang milik daerah 
yang haru dilengkapi dengan bukti epemihikan; 

c. kartu identitas barang untuk barang milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan kartu identitas barang an 

d. foto barang milik daerah yang iusulkan pemusnahaun 
5. Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan ulan 

pemusnaha BMD yang diajukan oleh Pengelola 
6. Penelitian dilakukan meliputi: 

a. penelitian kclayakan pertimbangan dan alas.an 
permohonan pemusnahan barang milik daerah; 

b. penelitian data aministratif; dan 

c. penclitian fisik 
7,Penelitian data administratif dilakukan untuk menchiti 

antara lain 
a kode barang 
b kode register, 

c nama barang 
d ta.huan perolehan 
C spesifikasi barang; 
f onlisi barang 
g jumlah barang 

\ 



barang rilik daerah 
persetuuan surat 

h. bukti keperilikan untuk barang milik daerah yang 
harus dilengkapi dengan bukti kepemihikan; 
nilai perolehan, dan/ata 

j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakukan penyusutan 

8. Penelitian fisik dilakeukan dengan care mencocokkan fisik 
ba.rang milik daera.h yang akan dimusnahkan dengan data 
administratif scbagarana dimaksud pada angka 7 

l6. Pengelola Barang menyam paikan hasil penelitian kepad 
Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujan 

pemusnaha.n barang milik daera.h. 
7Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak 

distujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang 
diserta dengan alas.an 

18. Apabila permohonan permusnahan 
disetujui, Bupati menerbitkan 

pemusnahan barang milik daerah. 
9, Surat persetujuan permusnahan barang milik daerah paling 

skit rem uat 

a. data barag mihik daerah yang disetuju unto 
dimusnahkan, yang sckurang- kurang8ya mcliputi kode 
barang, kode register, nama barang, tahu perole han, 

spesifikasi barang, kondisi barang jumla.h barang, nilai 
perolchan, dean nilei buku untuk barang milike darah 
yang dapat dilakukan penyusutan; dan 

b. kewajian Pengelola Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan pemusnahan kepala Bupa ti 

20. Berdasarkan persetjuan pemusnahan barang milik daera.h, 
Pengelola Barang melakukan pemusnahan barang miik 

daera.h 
2L. Pelaksanaan perusnahan dituang#an dalam berita acara 

pemsnahan dan dilaksanakan paling lama l (satu) bulan 

eja.k tanggal persetujuan perusnahan barang milik daerah 
dari Bupati. 

22. Berdasarkan berita acara pemuasnaha, Pengelola Barang 
mengaju.an usu lan penghapan barang milik daerah 

Prinsip mum Penghapusan 
L. Penghapusan barang milik daerah meliputi 

a. penghapusan dani Daftar Bararg Pengguna darn/atau 
Daftar Barang Kuasa Penggunae; 
pcnghapusan don Daftar Barang Pcng,,lo!a; dan \ 

IL. PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

A 



c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daera.h 
2 enghapusan dari Daftar Brang Penggun.a dan /atau Daftar 

arang uasa Penggua, dilakukan dalam hal barang milike 
daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengeuna 
Barang dan /atau Kuas.a Pegguna Bara.ng 

3. Penghapusan dari Deaftar Barang Pengelola, dilakeukan dala m 
hal barang milik daerah sudah tidal berada dalam 
penguasaan Pengelola Barang 

4 Perghapusan dai Daftar Bara.ng Milik Daerah dilakuka 
dalam hal terjadi penghapusan disebabkasn karena, 
a. pemindahtanganan atas baurang milik daerah; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, 

c. menjalankan ketentuan undangundang; 
d. perusnahan; atau 
e. sebab lain 

5. Barang miik dacrah sudah tidak berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang, pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang qisebabkan karena 
a. penyerahan barang eilike daera.h, 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah, 

c. pemindahtangaan at.as barang mihi, 
d putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukurr 

tetap dan sudah tidak ada paya hukum lainnyae, 
e. menjadankan ketentuan peraturan perudang 

undangan; 
f pemusnahan, a.tau 
• scbab lain. 

6 

7 

arang mihik daerah suda.h tidak berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang, pegguna Barang dan/atau uasa 
Perngguna Barang discbabkan karena Sebab lain merupakan 
sebab-sebab yang secaria normal dipertimbangkan wajar 
menjadi penyebab penghapsan, seperti, hilang karera 
kecuria, terbakar, susut, menguap, mnencair, kadaluwarsa, 

mati, dan sebagai akibat dari kcadean kahar (force majeurel 
Perghapusan untuk barang mihik daerah pada Peng8gun.a 
Barang dilakeukan dengan menerbitkaon keputusan 
penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupat 
Penghapusan BMD untuk barang milik daerah pada 
Perngelola Barang dilakukan dengaun menerbitkan keputusan 
penghapusan oleh Bupat 



9, Hal yang dikecuaikan dari ketentuan mendapat persetujuan 
pengapusan Bupatiadalah untuk barang mihik daerah yang 
diha pus.kan arena 
a. pngalihan status penggunaan BMD 
b. pemindahtanganan; atau 

perusnahan 
0, Bupati dapat mendelegasian persetujuan penghapusan 

barang milik daerah berupa barang persediaan kepada 
Pergelola Barang untuke Daftar Bara.ng Pengguna dan/at.au 
Daftar Barang uasa Pergguna. 

Ii Pelaksaaan at.as penghapusan barang milik daera.h 
dilaporkan kepada Bupati 

B. pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daera.h pada Penguna 
Barang dan/atau Kuas.a Penggtuna Barang 
I Penghapusan karena penyerahan barang milik daera.h 

kepada Bupati dilakukan oleh Pergguna Barang/KLas.a 
Pengguna Barang 

2. Penghapusan dilakukan setelah Pengelola Barang 
menerbitkan eputusan penghapusan barang milik daera.h 

3. Keputusan Pengelola paling lama l (satu) bulan diterbitkan 
oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Sera.h 
Terima (BAST} penyerahan kepada Bu pati. 

4, Penggna Barang melaporkan penghapusan barang milike 
daerah kepada Bupati, dengan mclampirkan kepurusan 
penghapusan dan Berita Acara Serah Terina (BAST 
pnyera.han kepada Bupati 

5. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang 
melakeukea penyesuaiatn pencatata barang rilik daerah 
pada daftar barang milk daerah. 

6. Perubahan Daftar Barang Pengguna dan /atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik 
daerah lee pad.a Bupati harus dicanturk.an dalam Laporan 
Semesteran dan Lapora Tahunan Penggua Barang 
dan/atatu Kuasa Pegguna Bara.g 

7 perubahan Daftar Barang Milk Daerah sebagai akibat dari 
penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang 
kepad upati harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan taunae 

8. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang 
mihik daerah kepada Pengguna Barang lain dilakuan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 



9, Penghapusan karena pengahi han Status Pengguaan 
dilakukan setelah Pergelola Barang menerbitkan eputuarn 
penghapusan barang milik daerah 

10. Keputusan penghapusan barang milik daerah paling lama l 
(satu bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tangga. 
Berita Acara Serah Terima (BA4ST) pengahihaon status 
penggnaan barag milik daera.h 

l. Pengguna Barang menyam paikan laporan peenghaps.an 
kepada Bu pati dengan melamnpirkan keputusan penghapusan 
darn Berita Acars Sera.h Terima (BAST] pengalihan status 
penggnaan barang milik daerah 

12 Berdasarkan keputusan penghapusa, Pengelola Barang 
melakukan pemyesuaan pencatatan barang milike daerah 

pada daftar barang milik daerah 

13. Perubahan Daftar Barang Penggua dan/atara Daftar Barang 
Kuasa Penggua ebagad a.kibat dari pengadihan status 
penggaan barang milik daera.h harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan Penggun.a Barang 
dan/atau Kuasa Penguna Barang 

14. Perubahan daftar barang milik daerah sebagai alibat dari 
pengalihan status penggunaan barang milik daera.h harus 
dicantumaka alam laporan barang milik daerah semesteran 
dan laporan ta.hunan 

I5. Penghapusan karena pemindahtaganan at.as barrang milk 

daerah dilakeuka.n oleh Peng8na Barang/Kua.sea Penggun.a 
Barang 

I6. Penghapusan atas pemindahtanganan dilakukan setelah 
Pergelola Barang menerbitan keputusan penghapus.an 
barang milik daera.h 

17 Keputusan pengelola paling lama I (satu) bulan diterbitkan 
oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah 
Terima (BAST). 

I8. Keputusan penghapsan barang rihik daerah arena 

pemindahtarganan atas barang mrilik daerah disapaika 
kepada Pengguna Barang disertai dengan: 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terina (BAST), 

dalam hal pemindahtaganan dilakukan dalam bentuk 
penjual.an secara lclang 

b. Berita Acara Scrah Telma (BAST), dalam 

pemindahtaganan dilakukan dalam bentuk ponytalan 
tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal 

pemerintah daerah dan Y 



19 

21 

22. 

26 

c. Berita Acara Scrah Terima dan naskah hibah, dalam had 
pemindahtaganan dilakukan dalam bentk hibah. 

Pergguna Barag menyampaikan laporan penghapan at.as 
pemindahtagatan kepada Bupati dengan melampirkan 
Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Serah Terina, 
isalah Lelang, dan Naskah Hibah 

Berdasarkan eputusan penghapusan arena 

pemindahtaganan, Pengelola Barang menghapus barang 
milik daerah dari Daftar Barang Miik Daerah 

Peru.bahan Daftar Ba rang Pengguna dan/atau Daftar Bara.ng 

Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena 
perindahtagand harus dicantumkan dalam la pore 
barang Penggtuna /laporan barang Kuasa Perggna 
semesteran dan ta.hunan Penggna Barang damn/atau Kua.sa 
Peegguna Barang 
Perubahan Daftar Bara.ng Milik Daerah scbagai akibat dari 
penghapsan karena pemindahtanganan harus dicantum.kan 
dalan la poran semestera dan la poran tahunan 

enghapusan karena adanya putusan pengadilan yang tela.h 
memperoleh ekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 

upaya hukum lainya dilakukan oleh Feng@gun.a 
arang/Kuasa Pengguna Barang 

Perggua Barang mengaju.kan permohonan penghapusan 
barang mihik daera.h epada Pengelola Ba rag yang 
sedikitnya meruat 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk 
diha pusan, diantaranya meliputi tahun perolehan, ode 
barang, kode register, mama barang jeris, identitas, 

kondisi, lokasi, milai buku, dan/atau nilai perolchan. 

Permohonan penghapsan barang mibik daerah karena 
adaya putusan pengaditan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap darn udah tidak ada upaya hruakurn lainnya 
sckurang-kurangnya dilengkapi dengan 
a. salinan/fotokopi ptusan pengadilan yang telah 

dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang dan 

b. fotokopi dokumen kcpemilikan atau dokumen setara 
Pengelola arang melakukan peneitian terhadap 
permohonan penghapusan barang milik daerah dari 
Pertggua Barang karena adanya putusaun pengadilan yang 
tela.h memperoleh kekuatan hukum tetap dan suda.h tidak 

ada upaya huku lainnya 

Pee litian yang d.ilakubn �gelola mchpuu: ' 



a. penelitian data darn dokumen barang milik daerah; 

b. penehitian terhadap isi pan pengadilan terkait barang 
milik dacrah sebagai objek putusan pengadilan yang tela.h 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tida.k ada 
upaya hukum Iainnya, dan 

c. pemelitian lapagan (on site visit], jika diperlukan 
28. Penelitian lapa.ngan dilakukan untuk memastian kesesuaiaon 

antara barang milik daerah $yang menjadi objck putusan 
pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek 
permohonan penghapusan 

29, Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajuka 
permohonan persetujuan epada Bu pat. 

30. Apabila permohonan penghapusan barang milk daerah 
arena adanya putusan pergadilan yang telah memperoleh 
kckuatan hukum tetap dan sudah tidal ada paya hukum 
lainnya tidake disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 
memberitahuakan pada Pengguna Barang disertai dengan 
alasan 

3L . Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah 
arena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada paya hukum 
lainnya disctujui, Dupati menerbitkan surat persetujuan 
penghapusan barang milik dacrah 

32. Surat pesetujuan penghapsan barang milik daerah 
memuat data barag milik daerah yang disetujui untuk 
diha puskan, diantaranya mehiputi 
a. kode barang 
b. kode register 

c. nama bearaug 

d. tahunt perolchan; 

e. spesifikasi/identitas teknis; 

f. kondisi barang 
g jumlah 
h. tilai perolehan; 

i. nilai buku untuk barang milik dacrah yang dapat 
dilakukan penyusutan; dan 

j. kewajiban Penggua Barang untuk melaporkeaen 
pelaksanaan Penghapusan kepada Bupat.i melalui 
Pergelola Ba.rag 

33. Berdasarkan persetupuan penghapusan dari Bupati, 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
barang 

Keputusan penghapusan dari Pergelola menj@di 



Penggun Barang/Kasa Pengguna Bara.g melakukan 
penghapusan barang milik daerah dari Daftar Be.rang 

Pengguna dan /atanu Daftar Barag Kuas.a Pe ggtuna 
35. Keputusan penghapsan barang mihik daera.h dari Pengelola 

paling lama (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang 
seja.l tang8al persetujuan penghapsan barang mihik daerah 
dari Bupati. 

36, Pengguna Barang mclaporkan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik 
daerah 

37. Berdasarkaan keputusan penghapusan, Pengelola Barang 
menghapuskan barang milik daera.h dari Daftar Barang Milike 
Daerah 

38. perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuas Pengguna sebagad akibat dari putusan pengadita 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan 
tahunan Penggua Barang dan/atau Ku.as.a Pergguan.a 
Barang 

39, Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
putusan pengadilan yang telah mem perolch kekuatan hukum 
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan. 

40, engapusan karena mnclaksaakan ketentuan peraturan 
perundang undangan diawadi dengan pengaj uan permohone 

penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Baras 
kepada Bupati melalui Pengelola Barag. 

4l Perrohonan dari Pengguna Bararg paling sedikit memuat 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; darn 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untue 

dihapus.kan, yang sckurang-kurangya meliputi tahun 
perolehan, kode berang ode register, nama barang, 
jenis, identitas, ondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau milai 
perolehan. 

42. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap 
permohonan penghapusan barang milik daerah dari 
Pengguna Barang 

43. Berdasarkan penelitian, Pengelola Barang mengajukea 
permohonan persetujuan kcpada Bupati 

4. Apabila Bupati menyetuju permohonan karena penghapus.an 
karena melaksarnakan etentuan peraturan perundang­ 
undagan, Bupati 
penghapuan 

mener bitka urat 



45. Surat persetujuan penghapusan barang milik dacrah karena 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan 
paling sedikit meruat: 
a. data barang milik daera.h yang disetujui untuk 

dihapus.kan, Yang sckurang kurang.ya meliputi ta hun 
perolehan, kode barang, kode register, nama barang 
spesifikasi/identitas teknis, jenis, ondisi, jumlah, nilai 
buku, dan/atau nilai perolchan; dan 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan 
peaksanaan penghapusan kepada Bupat. 

46. Berdasarkan persetuyuan Bupati atas Penghapan DMD 
arena melaksaonaan etentuan peraturan perundang 
undagan, Pengguna Earang melakukan penghapusan 
barang milike daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/a.tau 
Dafter Barang uasa Pengga dengan berdasarkan 
keputusan penghapusan Pengelola Barang 

47 Keputusan penghapusan barang milik daerah karena 
melaksanakan ketent uan peraturan perundang undangan 
diterbitkan paling lama l (satu) bulan oleh Pengelola Barang 
sejak targgal persetujua Bupati 

48. Penggna Barang melaporkan pengbapsan barang milik 
daera.h kepada Bupati, dengan melampirkan eputusan 
penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang 

49 Berdasarkan keputusan pengha pusan karena melakesanaka 
ketentuan peraturan perundang undangan, Pengelola Barang 
menghapus.an barang milik daera.h dari Daftar Barang Milik 
Daerah 

$0, perubahan Daftar Bara.ng Pengguna dan/atau Dafar Bera.ng 
uasa engguna sebagdi akibat dari mclaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus 
dicantumkan dalam aporan semesteran dan laporan 
tahunan Penggua Barang damn/atau Kuas Pe ngguna 
arang 

5I. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dart 
meaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
harus dicantumka dalam laporan semestera dan laporan 
ta.hunan 

52. Penghapusan barang milik daera.h karena pemusnaha pad.a 
Pengguna Barang dilakuka oleh Pegguna Barang/Kua.sat 
Penggna Barang. 

53. Penghapusan barang milk daera.h karena pemsnahan pada 
Pengguna Parang dilakukan setela.h Pengelola Barang 
mcnc:rb,tkan kepun,...,, penghapu.._,, bttrans mihk dacrah \ 



54, Keputusan ponghapusan barang milik daera.h karena 

permusnahan pada Pengguna Barang diterbitkan oleh 
Pengelola Barang paling lama I (satu) bulan scjak tang.gal 
berita acara pemusnathan 

55. Pengguna Barang menyampaikan laporan pengha pusan 
disampaikan kepada Bu pati engan melam pirkan eptusan 
penghapusan da berita acara pemusnaha 

56. Berdasarkan eputusan penghapusan karena pemusnahan 
pads Pengguna Bara.ng, Pengelola Barang menghapus.kan 
barang milik daerah pada Daftar Barang Milike Daera.h 

57, Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Bara.ng 
Kase Peng8ua scbagad akibat dari pemusnahan harus 
dicantumnkan dalam Japoran semesteran dan laporan 
tahuman pengguna barang atau keuasa pengguna barang 

58. Perubahan Dafter Bara.ng Milike Daerah sbagai akibat dari 
perusnahan harus dicantumkan dalam aporan semesteran 
dan laporan tahunan 

59, Pengbapsan karena sebab lain dilakukan oleh Perggua 
arang/Kuasa Pergguna Barang 

60, Pengguna Bauracng mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah kepada Bupati melalui Pergelola Barang 
yang sedikitnya memuat: 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; da 

b. data barang mihik daera.h yang dimohonkan untuk 
dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perole ha, 
kode barang kode register, nama barang jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, rilai buku, dan/aaru nilai 
perolchan 

6l ermohonan penghapusan barang mihik daera.h karena sebab 
lain dapat diajuan arena alasan 
a. hilang arena kecurian, 
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadahuwarsa, mati 

untuk hewan /ilea /tanarraon; ataeu 
c. keadaan kahar (force maeurel 

62 Permohonan penghapsan barang mihik daerah dengan 
alasan hilang karena kecurian harus dilenglapi 
a. surat keterangan dari epolisian; dan 
b. surat keterangan dart Penggun.a Barang/Kasa Penggun.a 

barang yang sckurang urangnya memuat: 
I) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Bara.ng 
2 pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan 

dan barang mihik daera.h terse but hilang arena 

kecunan i,eru,_ lldak dapat d,ltelemukan. dan \ 



3 pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan 
bukti bahwa penghapusan barang mihik daerah 
dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian 
dan/aau kesengajaan dani Pejabat yang 
menggunakan/ penanggung jawab barang milike 
daerah/Pengurus arang terse but, mala tidak 
menutup kemungkinan kcpada yang bersangkutan 
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

63. Permohonan pengbapusea barang mihik daerah dengan 
alas.an terbakar, sust, mengap, mencair, kadaluwarsa, 
mati untuk hewan/ikan/tanamnan harus dilengkapi 
a. identitas Pengguna Barang/Kua.sa Pegguna Bara.ng 
b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Perng#unet 

Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan 
c, pernyataan dari Pengguna Barang/Kua.sa Penggun.a 

Barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, sust, 
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/ tanaunan; dan 

d. surat permyataan sebagamana dimasud pada huruf e 
dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian 

64 Pereohonan penghapusan barang milik daerah dengan 
alasan kcadaaun kahar (fore majewrel harus dilenglap 
a. surat keterargan dari instansi yang berwen.age 

] mengenai terjadi keadaan kahar (force majewrel; atau 
) mengenai kondisi barang terkiri arena keadaan 

kahar (force majeuret; dan 
b. pernyetaan bahwa barang mihik daerah telah terkena 

keadaan kahear (force rajeune] dari Penggua 
Barang/Kuasa Pengguna Barang 

65. Pengelola Barang melakukan penclitian terhadap 
permohonan penghapusan barang milik daerah karena scbab 
lain dari Pengguna Baran 

66. Penelitian Pengelola meliputi 
a. penelitian kelayak.an pertimbangan dan alasan 

permohonan penghapusan, 
b penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode 

barang, kode register, nama barang tabun perolehan, 
spesifikasi/ identitas barang milik daerah, penetapan 
status penggunaan, bu.kti kepemilikan untuk barang 
milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti 
kepem,hkan, rnla, bulru, dan/at�u n,l�I perolehan, dan \ 



c. penehitian fisik untuk permohonan penghapusan karena 
alasan hilag karena kecurian, terbakar, susut, menguap 
meneair, aaluwarsa, mnati untuk hewan /ikan /tanaman; 
ata keadaarn kahar (force maeure] jika diperukan, 

67, Berdasarkan hassil penclitian, Pengelola Harang mengajukan 
permohonan persetuJuan kepada Bupati untuk penghapusan 
barang milik daera.h karena sebab lain 

68, Apabila permohonan pong haps.an karena sebab lain tidak 
disetujui, Bupati memberitahukan kepada Penguna Barang 
melahui Pengelola Barang disertai dengan aasan 

69, Apabila permohonan penghapusan karena ebab lain 
disetuju, Bupati menerbitkan surat persetuJuan 
penghapusan barang milik daerah 

70, Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah 

sebagairmana iraksud pade aryat [] meruat data barang 
milik dacrah yang disetujui untuk dihapus.kan, yang 
sckurang kurangnya meliputi 
a. kode barang 
b. kode register, 
c. ama barang 

d. tahun perolehan; 

e. spesifikasi/identitas tektis, 

f. kondisi barang 
g jurlah 

h. nilai peroleha; 

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 
dilakukan penyusutan; dan 

J. kewajiban Penggun.a Bara.ng untuk mela porkeae 
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati. 

71 Berdasarkan persetujuan Bupati at.as usu/ penghapus 
karena sebab lain, Pengelola Barang menetaplan eputusan 
penghapusan paling lama I (atu bulan sejak ta.nggal 
persetuauan 

72Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milike 

daerah dari Daftar Barang Pengguna dan /atau Daftar Barang 
Kuas Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD 
karena sebab lain, 

73. Penggna Barang menyampaikan laporan penghapsan 
kcpada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan 
barang milik daerah karena scbab lain 

74 Berdasarkan eputusan penghapusan karena sebab lain, 
Pengelota Barg menghapuskan barang mihik daerah dart 
Daftar Barang Milik Daerah. 



75 perubahan Dafar Baracng Pengguna dan /atau Dafar Bara.ng 

Kuasa Peng8ua sebagal akibat dari sebab lain harus 
dicantumka daleen la poran semesteran da la poran 
tahunan Pergguns Barang dan/atau Kasa enggun.a 

Barang 
76. Perubahan Daftar Barang Miik Daerah sebagai alibat dari 

sebab lain harus dicantumkan dalarm laporan semestcran 
dan laporan tah unan 

C. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola 
Barang 

L. Penghapusan karera penyerahan barang milik daera.h 
kepada Penguna Barang dilakukan oleh Pengelola Barang 

2 Penghapan karena penyerahan barang milik daerah 
kepada Pengguna Barang dilakukan setelah Bupa ti 
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah 

3. Keputusan penghapusan barang milik dacrah karena 

penyerahan kepada Pengguna Barang paling lambat I (satu) 
bula diterbitkas oleh Bupati sejak tanggad Berita Acara 
Serah Terina (BAST) penycrahan kepada Penguna Barang 

4. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapsan 
epada Bupati dengan melampirkan keputusan 
penghapusan dan Berita Acara Sera.h Terira (BAST 
penyeraha kepada Pengguna Barang 

5. Berdasarkan keputusan penghapusan, Pergelola Barang 
melakukan pemyesaian pencatatan barang mihik daerah 
pada Daftar Barang Milik Dacrah 

6, Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 

penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan Iaporan 
tahuan pengelola barang 

7 perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebaga akibat dari 
penyerahan barang milik daerah kepada Peegguna Bara.ng 
harus dican tumkan dalarm laporan semesteran dan laporan 
tah unan 

8, Penghapsan karena pemindahtanganan atars barang milik 

daerah kepada iha.k Lain dilakukan oleh Pengelola arang 
9, Penghapusen karena pemindahtanganan atars barang milik 

dacra.h kepada Pihak Lain dilakeukan setelah Gubernur/ 
Bupati/ Walikota menerbitkan eputusan penghapusan 
barang milk daerah 

0. eputusan pengapsan barang mhik daerah 



pemindahtanganan atas barang milik daera.h kepada Piha.k 

Lain paling lam bat (satu) bulan diterbitkan oleh Gubermur/ 
Bupati/Wahikota scjak taurggal Berita Acara Serah Terina 
0BAST. 

I Pengelola Barang menyampal.an laporan penghapusan 
kepada Bupati dengan melampirkan eputusan 

penghapusan yang disertai dengan 
a. Risalah Lelag dan Berita Acara Serah Terima (BAST}, 

apa bila permindahtanganan dilakukan dalam bentuk 
penjualan secara lclang 

b. Berita Acara Serah ferima (BAST), apabila 
pemindahtarganan dilakukan dalam bentuk penjuala.n 
apa lelang, tukar menu.kar dan penyertaan modal 
pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima [BAST} dan naska.h hibah, 
a pa bila pemindahtanganan dilakukan dalamn bent.k 
hibah 

12. Berdasarkan keputusan penghapusan karena pemind.ah 
tanganan at.ass barang milik daerah kepad Pihake Lain, 
Pergelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari 
Daftar Bara.ng Milik Daerah 

13. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 

pemindahtanganan barang milik daera.h harus dicantumk 
dalarm la poran barang semesteran dan tahunan Pengelola 
Barang 

14. Perubahan Dafar Bara.ng Milike Dacrah sebagai akibat d 
pemindahtanganan barang milik dacra.h harus dicantumka 
dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan 

15. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum ttap dan suda.h tidak ada 
upaya hukumn lainnya dilakukan oleh Pergelola barang 

16. Pengelola Barang mcngajukan permohonan penghapusen 
epada Bupati yang sekurang kurargya memuat 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milike daerah yang dimohonkan untuke 

dihapuskan, sekurang kurangnya meliputi tahue 
perolehan, kode barang, kode register, nama barang 
jemis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai 
perolehan 

7, Permohonan penghaputan barang mihik daerah karena 
adaye putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukeu tetap dan sudah t,�al< ada up,aya hulrum \ 
lainpya sekurang-kurang.ya dilenglapi dengan 



a. salinan/foto.kopi putusan pengadilan yang tela.h 
dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan 

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara 
I8. Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan 

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang 
arena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan buhum tetap dan sudah tidak ada paya hukum 
lainya 

19, penelitian yang dilakukan oleh Pengelola meliputi 
a. penchitian data dan dokumen barang milik daera.h 
b. penclitian terhadap is putusan pengadilan terkait 

barang milk daerah sebaga objek putusan pengadilan 
yang tela.h mnemperoleh kekuatan hukumn tetap dan 
sudah tidak ada paya hukum lainnya; dan 

• penelitian la pangan [on site visit], jika diperlukan, guna 
metastikan kesesuaan antaa barang milike daerah 
yang menjadi objek putusan pengadilan dergan bearang 
milik daerah yang menjadi objek permohonan 
penghapusan 

Dalam had permohonan penghapusan barang milik daerah 
karena adanya putuasan pengadilan yang telah memperole h 
kekuatan hukum tetap dan suda.h tidak ada upaya huaku 
lainnya tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada 
Pengeelola Barang disertai dengan alasan 

21 Dalam hal permohonan penghapusan barang milik dacrah 
karena adanya putusan pengadilan yang tela.h memperole h 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hruaku 
lainnya disetuji, Bupati menerbitkan urat persetujuan 
penghapusan barang mihik daerah. 
Surat persetujuan penghapsan barang milik daerah karena 
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ala paya hukum 
lainnya sekurang keurargnya mermuat 
a. data barang milik daerah yang disetuji untuk 

dihapus.kan, sekurang- kurangya mcliputi kode barag 
kode register, nama barang, tahun perolehan, 
pesifikasi /identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilad 
bukeu, dan/atavua nilai peroleha, dan 

b. kewajiban Pengelola Barang untuke 
pelaksaaan penghapusan kepada Bu pat 

Berdasarkan persctujuan Bupati karena adaya putusan 
pengadian yang tela.h memperoleh kekuatan hukum tetap 
darn sudah tidak ada up@ya hukum laionya, 

mela pork.an 

om«w 



menerbitkan epuusan penghapusan bar a.g 

24. Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaman.a 
karena adanya putusan pengadilan yang tela.h memperoleh 
kckuatan hukum tetap dan sudah tidak ada paya hukur 
lainnya Pengelola Bara.ng melakukaan penghapusan barang 
milik daerah dari Daftar Earang Pengelota 

2. Keputuan pcnghapusan barang milik dacrah diterbitka 
oleh Bupati karena adanya putusan pengadila yang tclah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada 
upaya hukum lainnya paling lama I (satu) bulan sejake 

tang@al persetujuan 
26. Pergelola arang menyampauk.an laporan penghapus.an 

kcpada Bupati dengan melampirkan keputusan 
penghapusan barang milik dacrah. 

27 Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang 
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Ba.rang Milile 
Daerah 

28. Penghapusan hanya dilakukan karena adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum teta 
dan sudah tidak ada upaya hukum lainya 

29, Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kckuatan 
hukum tctap harus dicantumnkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahuan pengelola barang. 

30, Perubahan Daftar Bara.ng Milike Daerah scbagai akibat de 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semester 
dan laporan tahunan 

3l. Penghapusan barang milik derah karena relaksanaka 
ketentuan peraturan perundang- undangan diawali dengan 
engaukan permohonan penghapusan barang mihik daerah 
dari Pengelola Barang kepada Bu pati 
Perrohonan Penghapsan barang rilike daerah leer.en 
melaksanakan ketentuaon peraturan perundang-undangan 
paling seikit memat 
a. pertimbangan darn alasan penghapusan; da 
b data barang milik daera.h yang dimohonkan untuk 

dihapus.kan, yang sekurang-kurangya meliputi tahun 
perolchan, ode barang. kode register, nama barang, 
jenis, identitas, kordisi, lokasi, nilai buku dan/atau ilai 

perolehan 
upati melakuloan penehitian terhahap permohonan 
penghapusan barang mihik daerah dari Pengelola Barang 

t 



34. Penclitian yang dilakuan Dupati meliputi 
a penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b penelitian terhadap peraturan perundang-undagan 

terkait barang milik daerah, dan 
c. penelitian la pangan (on site visit), jika diperlukan, gruna 

memastikan kescsuaian antare barang milik daerah yang 
menjadi objek peraturan perundapg undargan dengan 
barang milk daerah yang menjadi objek permohonan 
penghapusan 

35. Apabila Bupati menyetjui hasil penehitian atas permohonan 
Pengeiola, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
penghapusan 

36. Surat persetujuan penghapusan dari Bupati paling sedikeit 
memuat 
a. data barang milk daerah yang disetujui unfuk 

dihapus.kan, yang sekurang kurangnya meliputi kode 
barang kode register, nama barang pesifikasi/identitas 
teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai 
perolehan; 

b. kewajiban Pengelola Barang untu.k melaporkan 
pela.ksanaan penghapusan kepada Dupati. 

37, Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang 
melakukan penghapsan barang milk dacra.h dari Daftar 
Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusen 
Bu pati 

38. Keputusan penghapan barang milik dacrah karena 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-ndangan 
diterbitkan oleh Bupati paling lama l (satu) bulan sejak 

penghapusan 
eputusan 

menyampaikan laporan 
dengan melampirkan 

anggal persctuan 
39. Pengelola Barang 

kepad.a Bupati 
penghapusan 
edearkan keputusan penghapusan kanena relaksanalean 
etentuan peraturan perundang-undangan Pengelola Barang 
menghapuskan barang milike daerah dari Daftar Barang MiLile 
Daera.h 

41 . Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undagan 
harus dicatumka dalamn laporan semesteran dan la pore 
ta.hunan pengelola barang 

42. Perubahan Daftar Baaing Milik Daerah sebagai akibat due 
melakesanakan ketentuan peraturan perundangundang 
harus dicantumkan dalam laporan oeme1lernn dan l.o.poran \ 



tahunan 
43, Penghapusan barang milik daerah karena pemusahan pada 

Pengeiola Barang dilakukan dengan ketentuan. 
44. Perghapusan karena pemusnahan pada Pengelola Barang 

dilakeukasn oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitan 
keputan pengapusan barang miik daerah 

45. Keputusan penghapusan barang milik dara.h karena 
perusnahan pada Pengelola Barang diterbitkan oleh Bupat% 
paling lambat I (satu bulan sejak tanggal berdassarkan berita 
acare perusahan. 

46. Pengelola Barang menyampaikan la poran penghapus 
kepada Bupati dengan melamnpirka keptusan 
penghapusan karena pemusnathan pada Pergelola Barang 

47,Berdasarkan keputusan penghapusan arena perusnahan 
pada Pengelola Barang, Pengelola Barang menghapuska 
barang milik darah dari Dafar Barang Milik Daer 

48. Perubahan Daftar Bara.ng Pengelola sebagai akibat dari 
penusnahan harus dicantumka dalam laporan semesters 
dan la poran tahunan pengelola barang 

49, perubahan Daftar Barang Milike Daera.h sebagai akibat dal 
pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dala 

laporan semesteran dan laporan tahunan 
50, Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengelol 

Baarg 

5I Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapuse 
barang milik daera.h kepada Bupati karena sebab lain paling 
sedikit memuat 
«. pertimbangan dan alasan penghapusan; dean 
b. data barang mihik daerah yang dimohonkan untule 

dihapus.kan, yang di antaranya meliputi kode barang, 
ode register, nama barang, nomor register, tahun 
perole han, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, 

nilei bukcu, da/atau nilei perole han 
52. Permohonan penghapusan barang milik daerah karena sebet lain dapat diajukan karena alasan 

a. hilang karena kecrian; 
b. terbakar, susut, menguap, meneair, kadaluwarsa, mati 

untuk hewan/ika/tanaman, dan/ata 
c. keadaan kahar [force ma/eure 

53. Permohonan pemghapusan borang milik daerah dengan 
alasan hilang karena kecurian harus dilengkapi 
a Surat Ketcrangan dan Kcp<>hoian; \ 



b. Surat Keterangan dai Pengelola Barang yang sckurang 
kurangnya memuat 
] identitas Pengelola Barang 
] perryataan mengenai atas kebenaran permohonan 

dan barang milik dacra.h tersebut hilang karena 
kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan 

3] pernyataan apabila di keemudian hari ditemukan bukti 
bahwa penghapusan barang mihik daerah dimaksud 
diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau 
kesengajaan dari Pejabat yang mnengguakan/ 
penanggung jawab barang miik daerah/Pengurus 
barang tersebut, maka tidak menutup kemungkine 
kepada yang bcrsangkutan akan dikenakan sanksi 
sesuad ketentuan peraturan perundang undangan 

4. Fermohonan penghapsan barang mihik daerah dengan 
alasan terbakar, usut, menguap, mencair, kadauwarsa, 
mati untuk hewan/ikan/tanaman haruas dilengka pi 

a. identitas Pengelola Barang 

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengena kebenaran 
permohonan yang iajukan 

c pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, 
susut, menguap, mencair, kadauwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanaman; dan 

d. surat pernyatan sebagaimaa dimakesud pala huruf e 
dilampiri hail laporan pemeriksaan/ penelitian 

55. Permohonan penghapuson barang milik daera.h dengan 
alasan keadaan kahar [force majewrel hars dilengkapi 
a. srat kcterangan dari instansi yang berwenang 

l) mengenai terjadinya eadaan kahar (fore majeure; 
ala 

) mengenai kondisi barang terkini karena keadagun 
kahar (force maeuret dan 

b. perryataan bahwa beang milike laerah telah terkena 
keadaan kahar [force majeurel 

D6. Bupati melakukan penehitian terhadap permohonan 
penghapusan barang rihik daerah dari Pengelola Barang 

57. penelitian yang dilakukan Bupati meliput 
a. penelitian kelaya.kan pertimbangan dan alasar 

permohonan penghaps@an, 
b. penclitian data administratif sedikitnya terhadap tahun 

perolehan, spesifikasi /identitas barang milike daeeah, 
penetapan ,tatus penggu�RBn, bukh kepcm1hkan untuk r 



barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti 
epemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolechan, dan 

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan larena 
alas.an hilang karena kcurian, terbaka, susut, 
mengap, meneair, kadaluwarsa, mati untuk 
hewan/ikan/tanamane; damn/atau keadaan kahar (for 
majcure) jika diperlukan. 

58. Apabila permohonan penghapusan karena scbab lain tidak 
disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang 
disertai dengan alasaun. 

9, Apa bila permohoran penghapusan karena scbab lain tidake 
disetujut disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan 
pong.hapusan barang milik daerah 

60, Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah karena 
sebat lain tidak disetujui memuat data barang ilik daerah 
yang disetujui untuk dihapus#an, yang paling sedikit 
meliputi 
a. kode barang 
b. kode register; 
c. mama barang 
d. tahuan perolchan; 
e. spesifikasi/identitas teknis; 
• kondisi barang 
g jumlah; 
h. nilad perolehan; 
• nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 

dilakuan pemyusutant; dan 
j. kewajiban Pengelola Bara.ng untuk mela pore 

pela.ksanaan penghapusan kepad.a Bupati, 
61, Berdasarka persetujuan Bupati atas penghapusen pg4p 

karena sebab lain tidak disetujui, Bupati menetapkan 
keputusen penghapus@an paling lama l (satu) bulan scja.k 
tanggal persetujuan 

62. engelola Barang melakeukan penghapusan barang ilike 
daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan 
penghapusan BMD karena sebab lain tidak disetujui. 

6.3. Pengelola Barang menyam paikan la poran pengha pus.n 
epada Bu pati dengan melampirk.an keputusan 
penghapusan barang milik daerah 

b4. Berdasarkan keputusan penghapusan DMD karena sebab 
lain tidak disetujui, Pengelola Barang menghapuskan baran 
m1hlt "8crah dan Daftar a,,,.,,_ng M,J,k Daerah. \ 



6.5. Perubaha Daftar Ba rang Milike Daerah sebagai akibat dart 

sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan.g 

BUPATT MANGGARAI BARAT, 

EDISTASIUS END 

1/_ 


